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KATA PENGANTAR 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
1. Konsonan 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidakdilambangkan Tidakdilambangkan 
ب ba b Be 
ت ta t Te 
ث sa s es (dengantitik di  atas) 
ج jim j Je 
ح ha h ha (dengantitk di bawah) 
خ kha kh kadan ha 
د dal d De 
ذ zal z zet (dengantitik di atas) 
ر ra r Er 
ز zai z Zet 
س sin s Es 
ش syin sy esdan ye 
ص sad s es (dengantitik di bawah) 
ض dad d de (dengantitik di bawah) 
ط ta t te (dengantitik di bawah) 
ix 
   
 
ظ za z zet (dengantitk di bawah)  
ع „ain „ Apostropterbalik 
غ gain g Ge 
ف fa f Ef 
ق qaf q Qi 
ك kaf k Ka 
ل lam l El 
م mim m Em 
ن nun n En 
و wau w We 
ه ha h Ha 
ء hamzah , Apostop 
ي ya y Ye 
 
Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apapun.Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (  ). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal 
atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah i I 
 Dammah u U 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 
  
fathahdanya 
 
ai 
 
a dan i 
 
  
fathahdanwau 
 
au 
 
a dan u 
 
 
3. Maddah 
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 
 
HarkatdanHuruf 
 
Nama 
 
HurufdanTanda 
 
Nama 
 
  
fathahdanalifatauya 
 
a 
 
 
a dangaris di 
atas 
  
kasrahdanya 
 
i 
 
i dangaris di 
atas 
 
  
dammahdanwau 
 
u 
 
u dangaris di 
atas 
xiii 
   
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau 
mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 
marbutah itu transliterasinya dengan [h]. 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydid ( ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah(ي), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan hurufلا (alif 
lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 
seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf 
qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 
dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
 
 
xiii 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop ( ) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak 
di awal kata, ia tidak dilambangkan, Karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 
ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-
Qur‟an), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 
bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara 
utuh. 
9. Lafz al-Jalalah(الله) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mudafilaih (frase nominal), di transliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, 
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Huruf Kapital 
Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf  tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 
huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 
xv 
xv 
   
 
(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal 
nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. 
Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan 
huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 
sandangnya.  Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang 
tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku 
untuk huruf awal dari  judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, 
baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, 
CDK, dan DR). 
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ABSTRAK 
 
Nama  : Syatriah Wahyuni 
Nim  : 10100112087 
Fakultas : Syari’ah dan Hukum 
Jurusan : Peradilan Agama  
Judul : Efektivitas Mediasi Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan 
Agama Polewali Kelas II (Studi Kasus Tahun 2014-2015) 
_________________________________________________________________ 
Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana efektivitas mediasi dalam 
kasus perceraian di Pengadilan Agama Polewali kelas II (studi kasus tahun 2014-
2015).  Adapun beberapa submasalah yang dapat di rumuskan dalam penelitian ini 
yaitu: 1) Bagaimana upaya yang di lakukan oleh Pengadilan Agama Polewali dalam 
mengefektifkan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian?, 2) Faktor-faktor 
apa saja yang menyebabkan kegagalan dan keberhasilan dalam proses mediasi? 
 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dengan 
pendekatan penelitian Pendekatan yang dipergunakan dalam penelititan ini adalah 
pendekatan kualitatif, normatif, sosiologis dan yuridis (hukum). Yakni pendekatan yang 
melihat secara yuridis (hukum), apakah efektivitas mediasi dalam kasus perceraian perkara di 
Pengadilan Agama Polewali sudah sesuai atau tidak dengan peraturan dan dasar hukum yang 
berlaku. Dengan tujuan mendapatkan suatu gambaran dan situasi  terkait dengan efektivitas 
mediasi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Polewali maka disitulah muncul 
keinginan penulis untuk memulai meneliti sehingga memperoleh hasil dan kesimpulan. 
 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mediasi jika di terapkan dengan 
efektif tentu sangat menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa atau berselisih, 
terutama dalam perkara perceraian.karena dengan terwujudnya hal tersebut maka 
lembaga peradilan secara tidak lansung juga membantu dalam mewujudkan tujuan 
perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah serta kekal. Perkara perceraian 
dengan jalan mediasi yang berakhir damai tidak jadi bercerai masih sangat sedikit. 
 Namun setelah diadakan penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa  
mediasi merupakan suatu cara untuk mengurangi tingkat perceraian ketika hakim 
berhasil memediasi para pihak di Pengadilan Agama Polewali maka akan tercipta 
kembali hubungan yang harmonis bagi pasangan suami istri. Jika hakim mediator 
tidak berhasil memediasi para pihak maka perceraian antara pasangan suami istri 
akan tetap berlanjut ke meja persidangan hingga tahap putusan.  
 
 
1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat 
kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya 
merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang 
sakinah, mawaddah, warahmah. Perkawinan adalah sah, apabila di lakukan menurut 
hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan 
Ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga 
yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih, maka dalam pelaksanaan perkawinan 
tersebut, diperlukan norma hukum yang mengaturnya. Penerapan norma hukum 
dalam pelaksanaan perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, 
kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk 
rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. 
Hal ini diatur di dalam Pasal 30 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan, yakni: 
“Suami Istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga 
yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.”1 
  
Selain itu, Pasal 77 ayat (1) KHI yang berbunyi: 
                                                 
1
Republik Indonesia Undang-Undang. No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan Pasal 77. 
2 
 
 
Suami Istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga 
yang sakinah, mawaddah, dan warahmah yang menjadi sendi dasar dari 
susunan masyarakat.
2
 
 Ketentuan ini berdasarkan Firman Allah swt QS. An-Nisa/4:35. 
                                   
                
Terjemahnya: 
“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka 
kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari 
keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan 
perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”3 
 
Ditemukan tentang hadits mediasi sebagaimana yang terdapat dalam hadits 
Rasulullah saw: 
 
 ،ٍشَنَح ْهَع ،ٍبْسَح ِهْب ِكاَمِس ْهَع ،َةَدِئاَش ْهَع ، ًُّ ِفْعُجلا ٌهٍْ َسُح َاَنث َّدَح :َلَاق ٌداََّنه َاَنث َّدَح
 ْهَع   :َنَّلَسَو ِهٍْ َلَع ُ َّاللَّ ىَّلَص ِ َّاللَّ ُلوُسَز ًِل َلَاق :َلَاق ًٍّ ِلَع« ىَضَاَقت اَذِإ ،ِنَلَُجَز َْلٍَِلإ
ًِضَْقت َفٍْ َم يِزَْدت َفْوََسف ،ِسَخَا َمَلََم َعَمَْست ىَّتَح ِل ََّوِلأل ِضَْقت ََلَف  » : ًٌّ ِلَع َلَاق« اََمف
 ُدَْعب ًاٍِضَاق ُتْلِش : » ٌهَسَح ٌثٌِدَح اََره  
Artinya: 
”Telah menceritakan kepada kami Hunada, berkata: Telah menceritakan 
kepada kami husain al-ju‟fi, dari Za‟idah dari Zimaq dari Harbi, dari Hanazin, 
dari Ali r.a, Rasulullah saw berkata kepadaku ”apabila kamu memutuskan 
suatu hukum kepada dua orang maka janganlah kamu langsung memutuskan 
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Republik Indonesia Inpres Presiden KHI Pasal 77 ayat (1). 
3
Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, h. 406. 
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sampai kamu mendengar pendapat yang lain, sehingga kamu bisa 
memutuskan hukum suatu perkara” (HR.At-tarmidzi)”4. 
Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian 
tanpa ada perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup 
bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, sedangkan perceraian 
merupakan akhir dari kehidupan bersuami istri tersebut. Setiap orang menghendaki 
agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh disepanjang kehidupannya. Tetapi 
tidak sedikit pula perkawinan yang dibina dengan susah paya itu berakhir dengan 
sebuah perceraian. Tidak selalu perkawinan yang dilaksanakan itu sesuai dengan cita-
cita, walaupun sudah diusahakan semaksimal mungkin dengan membinanya secara 
baik, tetapi pada akhirnya terpaksa mereka harus berpisah dan memilih untuk 
membubarkan perkawinan. 
Ketentuan ini berdasarkan Firman Allah swt QS. At-Talaq ayat 65/1 
          
                       
                            
                        
         
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Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa bin il-Dhihah al-Tarmidzi Abu Isa, Sunan al-
Tarmidzi juz III (Cet II 1995 H-1975 M Syirqo Maktabah Wa Maktabaah al-Bani), h 610  
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Terjemahnya:  
 
“Wahai Nabi! apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah 
kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya 
(yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah 
Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan 
janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan 
keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah 
berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali 
setelah itu Allah Mengadakan suatu ketentuan yang baru”5. 
 
Islam telah memberikan ketentuan dengan batas-batas hak dan tanggung 
jawab bagi suami istri supaya perkawinan berjalan dengan sakinah, mawaddah, 
warahmah. Bila ada diantara suami istri berbuat di luar hak dan kewajibannya maka 
Islam memberikan petunjuk bagaimana cara mengatasinya dan mengembalikannya 
kepada yang hak. Tetapi dalam suatu rumah tangga terjadi krisis yang tidak dapat 
diatasi lagi, maka Islam memberikan jalan keluar berupaya perceraian. Meskipun 
perceraian itu adalah perbuatan yang halal, namun Allah swt sangat membenci 
perceraian tersebut. Mengenai dengan hal perceraian yang dipandang dari sudut 
hukum islam (fiqh), maupun dari sisi peraturan perundang-undangan positif yang 
berlaku. Perceraian sebagai bentuk putusnya perkawinan tersebut, serta kewenangan 
lembaga peradilan terhadap putusnya perkawinan itu. Perceraian mempunyai akibat 
hukum tidak hanya terhadap diri pribadi mereka yang melangsungkan perkawinan, 
tetapi lebih dari itu mempunyai akibat hukum pula terhadap harta kekayaan selama 
perkawinan 
                                                 
5
 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, h. 558. 
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Keharusan melaksankan mediasi pada perkara mediasi yang masuk ke 
Pengadilan adalah salah satu ketentuan menarik dari Peraturan Mahkamah Agung RI 
Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (3) Tidak menempuh prosedur mediasi 
berdasarkan Peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR 
dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Ketentuan 
ini tidak boleh di abaikan serta perlu di perhatikan oleh berbagai pihak, karena 
beberapa putusan Pengadilan dapat batal demi hukum jika tidak melakukan prosedur 
mediasi yang di dasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 
2008. 
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 tidak memberikan 
sanksi atas pelaksanaan mediasi di Pengadilan, sedangkan Peraturan Mahkamah 
Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 mengandung sanksi dalam pelaksanaannya. Dalam 
peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 tidak di atur mengenai mediasi 
di tingkat banding dan kasasi, sedangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 
Tahun 2008 pasal 21 Ayat 1 mengatur kemungkinan mengenai hal itu. Para pihak, 
atas dasar kesepakatan mereka, dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara 
yang sedang dalam proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali atau terhadap 
perkara yang di periksa pada tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali 
sepanjang perkara itu belum di putus. 
Perubahan mendasar dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 
2008 dapat di lihat dalam pasal 4, yaitu batasan perkara apa saja yang bisa di mediasi. 
Namun ketentuan tersebut belum menentukan kriteria secara spesifik mengenai 
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perkara apa yang bisa di mediasi dan apa yang tidak bisa di mediasi. Pendekatan 
Peraturan Mahkamah Agung ini adalah pendekatan yang sangat luas. Dalam 
Peraturan Mahkamah Agung ini, semua perkara selama ini tidak masuk dalam kriteria 
yang di kecualikan di haruskan untuk menempuh mediasi terlebih dahulu, tidak 
terkecuali perkara percerain di Pengadilan Agama.
6
 
Mediasi bagi para pihak yang berperkara dalam perceraian merupakan 
tahapan pertama yang harus di lakukan seorang hakim dalam menyidamkan suatu 
perkara yang di ajukan kepadanya. Usaha dalam mendamaikan para pihak di pandang 
adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu tidak terdapat siapa 
yang kalah dan siapa yang menang dan tetap menwujudkan kekeluargaan dan 
kerukunan. Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara juga 
sejalan dengan ajaran Islam yang memerintahkan agar menyelesaikan setiap 
perselisihan yang terjadi di antara manusia sebaiknya di selesaikan dengan jalan 
perdamaian (ishlah).
7
 
Mediasi jika di terapkan dengan efektif tentu sangat menguntungkan bagi para 
pihak yang bersengketa atau berselisih, terutama dalam perkara perceraian, karena 
dengan terwujudnya hal tersebut maka lembaga peradilan secara tidak lansung juga 
membantu dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, 
warahmah serta kekal. Tetapi upaya tersebut kiranya perlu dievaluasi dan di perbaiki 
ketika kenyataannya bahwa perkara perceraian di Pengadilan Agama Polewali yang 
                                                 
6
M  Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata. (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika,2005), h. 241 
7
Sudikno Mertokusuma, Hukum  Acara  Perdata Indonesia.  Yogyakarta: Liberty, 1998 
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di upayakan selesai dengan damai, masih kurang efektif. Dan informasi yang penulis 
dapatkan, perkara perceraian yang berakhir damai masih sangat sedikit, sehingga 
patut di uraikan alasan-alasan mengapa mediasi masih belum efektif sebagai metode 
penyelesaian perkara perceraian, sehingga kemudian dapat di temukan caca-cara agar 
mediasi dapat efektif dalam menyelesaikan perkara perceraian khususnya di 
Pengadilan Agama Polewali.  
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Memperhatikan latar belakang masalah diatas, penulis ingin memberikan 
beberapa pemahaman tentang judul karya tulis ini agar tidak terdapat kekeliruan 
dalam memahami dan menafsirkan beberapa kata yang memiliki kaitan erat dengan 
judul yang diatas. 
Kata mediasi berasal dari bahasa latin, mediare yang berarti berada di tengah. 
Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator 
dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para 
pihak. „berada ditengah‟ juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan 
tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. 
Jadi berdasarkan pengertian kata penting diatas kemudian diberi pengertian judul 
secara operasional bahwa yang dimaksud dengan efektivitas mediasi dalam kasus 
perceraian di Pengadilan Agama adalah bagaimana upaya dalam memediasikan dua 
bela pihak yang berperkara melalui  mediasi agar berkurangnya tingkat perceraian di 
Pengadilan Agama. 
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C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas penulis membatasi diri pada pokok 
masalahnya yakni: Bagaimana efektivitas mediasi dalam kasus perceraian di 
Pengadilan Agama Polewali Kelas II (Studi Kasus Tahun 2014-2015). Adapun 
beberapa submasalah yang dapat di rumuskan sebagai berikut: 
a. Bagaimana upaya yang di lakukan oleh Pengadilan Agama Polewali 
dalam mengefektifkan mediasi dalam menyelesaikan perkara 
perceraian? 
b. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kegagalan dan keberhasilan 
dalam proses mediasi? 
D. Kajian Pustaka 
Eksistensi kajian pustaka dalam poin ini dimaksudkan memberi pemahaman serta 
penegasan bahwa terdapat beberapa buku menjadi rujukan dan tentunya relevan atau 
terkait dengan judul skripsi penulis yakni: efektivitas mediasi dalam kasus perceraian 
di Pengadilan Agama Polewali kelas II. Buku yang menjadi rujukan dalam 
Pembuatan skripsi ini yakni sebagai berikut: 
1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi 
Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara. Buku ini sangat membantu peneliti 
dalam memahami tentang perkawinan 
2. Mahkamah Agung RI Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2008 
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 
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3. Hukum acara perdata oleh M. Yahya Harahap, S.H. 2005. Cet. II; Jakarta: 
Sinar Grafika. Buku ini berisi tentang pengertian mediasi, 
8
ruang lingkup 
mediasi dan proses mediasi di Pengadilan, ini sangat berkaitan dengan judul 
ini. 
4. Hukum acara perdata Indonesia, oleh Sudikno Mertokusumo, S.H.1997. Cet. 
I; Yogyakarta: LibertyYogyakarta. Buku ini berisi tentang Bagaimana cara 
penyelenggara mediasi Praktek dalam berpekara perdata di pengadilan 
Agama. 
5. Fiqh munakahat karya, Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, M.A. 2010, Cet, 4; 
Jakarta: Kencana di dalam buku ini berisi tentang perceraian. 
Selain buku-buku di atas, penulis juga mempersiapkan buku-buku lain yang 
membahas masalah mediasi sehingga penulis dapat dan mampu memaparkan skripsi 
yang berjudul “Efektivitas Mediasi Dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama 
Polewali Kelas II (Studi Kasus Tahun 2014-2015)”. Mengingat judul ini belum 
pernah ada membahasnya dalam karya ilmiah, maka di sini penulis sangat berkesan 
hati untuk mengadakan penelitian yang berjudul Efektivitas Mediasi Dalam Kasus 
Perceraian di Pengadilan Agama Polewali Kelas II (Studi Kasus Tahun 2014-2015). 
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E. Tujuan dan kegunaan penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara 
perceraian di Pengadilan Agama Polewali 
b. Untuk mengetahui faktor-faktor kegagalan dan keberhasilan dalam proses 
mediasi 
2. Kegunaan penelitian  
a. Di harapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada 
umumnya dan ilmu hukum, khususnya hukum perdata dan juga bagi yang 
berminat lebih jauh tentang penerapan mediasi di Pengadilan Agama. 
b. Sebagai bentuk kontribusi pemikiran bagi aparatur hukum, dengan 
mengetahui dan memahami mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara 
(non litigasi) sebagaimana di atur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI No 
1 Tahun 2008, serta mediasi yang mampu membantu pengadilan 
mengimplementasikan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang selama 
ini diidamkan masyarakat pencari keadilan. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
A. Pengertian Mediasi 
 Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, Mediare yang 
berarti berada di tengah. Makna ini merujuk pada peran yang di tampilkan pihak 
ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menangani dan menyelesaikan 
sengketa antara para pihak. Berada di tengah juga bermakna mediator harus berada 
pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa, ia harus mampu 
menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga 
menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.
1
 
 Dalam kamus besar bahasa indonesia, kata mediasi itu diberi arti sebagai proses 
pengikut sertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai 
penasihat.
2
 
 Pengertian mediasi dalam Kamus Hukum Indonesia adalah berasal dari bahasa 
Inggris mediation yang berarti proses penyelesaian sengketa secara damai yang 
melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-
pihak yang bersengketa.
3
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Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 241. 
2
Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Cet.II, 
(Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm 726. 
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  Mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang berkembang pesat di 
berbagai belahan dunia sejak tiga dasawarsa terakhir. Penggunaan mediasi tidak 
hanya dilakukan diluar Pengadilan oleh lembaga swasta dan swadaya masyarakat, 
tetapi juga terintegrasi dalam sistem Pengadilan dalam sistem peradilan. 
Perkembangan mediasi merupakan hal yang menggembirakan di tengah mandeknya 
mekanisme peradilan di dunia. Mediasi di luar Pengadilan merupakan proses 
penyelesaian sengketa secara damai yang biasa digunakan oleh masyarakat sehari-
hari ditengahi oleh pihak ketiga yaitu tetua adat, pemimpin agama, atau tokoh atau 
masyarakat lainnya. Mediasi bentuk ini disebut dengan mediasi komunitas atau 
community mediation. Mediasi komunitas tidak hanya memediasi perkara perdata, 
tetapi dapat pula mendamaikan perkara pidana. Perkara pidana tersebut mencakup 
tindak pidana ringan (seperti pembunuhan) sesuai dengan adat istiadat didaerah 
masing-masing. Selain jenis mediasi komunitas, berkembang pula lembaga mediasi 
swasta yang dikelola oleh kalangan profesional yang mayoritas fokus pada 
penyelesaian sengketa bisnis secara damai. Sesuai dengan karakteristik bisnis, para 
pengusaha berupaya mencari mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, murah 
dan sederhana dan menjadikan Pengadilan sebagai langkah terakhir bila tidak ada lagi 
pilihan lain (ultimum remedium).
4
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 Fatahillah A. Syukur, Mediasi Yudisial di Indonesia, Cet I, (CV: Mandar Maju, 2012), hlm 
1. 
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 Untuk mengerti secara komprehensif mengenal mediasi, menurut Siddiki perlu 
dipahami tentang 3 (tiga) aspek dari mediasi sebagai berikut:
5
 
1. Aspek Urgensi/Motivasi 
Urgensi dan motivasi dari mediasi adalah agar pihak-pihak yang berperkara 
menjadi damai dan tidak melanjutkan perkaranya dalam proses Pengadilan. Apabila 
ada hal-hal yang mengganjal yang selama ini menjadi masalah, maka harus 
diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah mufakat. Tujuan utama 
mediasi adalah untuk mencapai perdamaian antara pihak-pihak yang beritikai. Atau 
berperkara biasanya sangat sulit untuk mencapai kata sepakat apabila bertemu dengan 
sendirinya. Titik temu yang selama ini beku mengenai hal-hal yang dipertikaikan itu 
biasanya bisa menjadi cair apabila ada yang mempertemukan. Maka mediasi 
merupakan sarana untuk mempertemukan pihak-pihak yang berperkara dengan 
difasilitasi oleh seorang atau lebih mediator untuk memfirtel persoalan-persoalan agar 
menjadi jernih dan pihak-pihak yang bertikai mendapatkan kesadaran akan 
pentingnya perdamaian antara mereka 
2. Aspek Prinsip 
Secara hukum mediasi tercantum dalam pasal 2 ayat (2) PERMA No 1 Tahun 
2008 yang mewajibkan setiap hakim, mediator dan para pihak untuk mengikuti 
prosedur penyelesaian perkara melalui mediasi. Apabila tidak menempuh prosedur 
mediasi menurut PERMA ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 130 HIR dan 
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Siddiki, Mediasi di Pengadilan dan Asas Peradilan Sederhana Cepat, dan Biaya Ringan. 
Artikel di akses pada tanggal 06 November 2010 dari http//www. badilag.net/artikel/mediasi.pdf.  
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atau Pasal 154 Rbg. Yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Artinya, semua 
perkara yang masuk ke Pengadilan tingkat pertama tidak mungkin melewatkan acara 
mediasi. Karena apabila hal ini terjadi resikonya akan fatal. 
3. Aspek Substansi 
Yaitu bahwa mediasi merupakan suatu rangkaian proses yang harus dilalui 
untuk setiap perkara perdata yang masuk ke Pengadilan. Substansi mediasi adalah 
proses yang harus  dijalani secara sungguh-sungguh untuk mencapai perdamaian. 
Karena itu diberikan waktu tersendiri untuk melaksanakan mediasi sebelum 
perkaranya diperiksa. Mediasi bukan hanya sekedar untuk memenuhi syarat legalitas 
formal, tetapi merupakan upaya yang sungguh-sungguh yang harus dilakukan oleh 
pihak-pihak terkait untuk mencapai perdamaian. Mediasi adalah merupakan upaya 
pihak-pihak yang berperkara untuk berdamai demi kepentingan pihak-pihak itu 
sendiri. Bukan kepentingan mediator. Sehingga dengan demikian segala biaya yang 
timbul karena proses mediasi ini ditanggung oleh pihak-pihak yang berperkara. 
Dalam kamus istilah hukum terdapat pengertian mediasi yang berbeda, begitu 
pula para ahli hukum memberikan pengertian yang berbeda-beda. Untuk 
memudahkan dalam memahami pengertian mediasi, penulis berpendapat bahwa 
untuk kemudahan dalam memahami mediasi dapat dilakukan dengan mengetahui 
unsur-unsur yang terdapat dalam mediasi sebagai berikut: 
1. Metode alternatif penyelesaian sengketa; 
2. Bersifat non litigasi; 
3. Menggunakan jasa mediator; dan 
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4. Kesepakatan sesuai keinginan para pihak. 
J. Folberg dan A. Taylor lebih menekankan konsep mediasi pada upaya yang 
dilakukan mediator dalam menjalankan kegiatan mediasi. Kedua ahli ini menyatakan 
bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dilakukan secara bersama-sama 
oleh pihak yang bersengketa dan dibantu oleh pihak yang netral. Mediator dapat 
mengembangkan dan menawarkan pilihan penyelesaian sengketa, dan para pihak 
dapat pula mempertimbangkan tawaran mediator sebagai suatu alternatif menuju 
kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa. Alternatif penyelesaian yang ditawarkan 
mediator diharapkan mampu mengakomodasikan kepentingan para pihak yang 
bersengketa. Mediasi dapat membawa para pihak mencapai kesepakatan tanpa merasa 
ada pihak yang menang atau pihak yang kalah (win-win solution). Garry Goopaster 
memberikan definisi mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah dimana 
pihak luar yang tidak memihak (imparsial) bekerja sama dengan pihak-pihak yang 
bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian.
6
 
Dalam mediasi, penyelesaian perselisihan atau sengketa lebih banyak muncul 
dari keinginan dan inisiatif para pihak, sehingga mediator berperan membantu mereka 
mencapai kesepakatan-kesepakatan. Dalam membantu pihak yang bersengketa, 
mediator bersifat imparsial atau tidak memihak. Kedudukan mediator seperti ini amat 
penting, karena akan menumbuhkan kepercayaan yang memudahkan mediator dalam 
melakukan kegiatan mediasi. Kedudukan mediator yang tidak netral, tidak hanya 
                                                 
6
 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Persfektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum 
Nasional, (Cet. I; Mei 2009), hlm 5. 
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menyulitkan kegiatan mediasi kegiatan mediasi tetapi dapat membawa kegagalan. 
Pengertian mediasi yang agak luas diberikan oleh The National Alternatif Dispute 
Resolution Advisory Council. Pengertian mediasi ini dapat diklasifikasikan ke dalam 
tiga unsur penting yang saling terkait satu sama lain. Ketiga unsur tersebut berupa; 
ciri mediasi, peran mediator, dan kewenangan mediator.
7
 
Pengaturan mengenai mediasi dapat kita temukan dalam ketentuan pasal 6 
ayat (3) , pasal 6 ayat (4) dan pasal 6 ayat (5) Undang-Undang RI No. 30 Tahun 
1999. Ketentuan mengenai mediasi yang diatur dalam pasal 6 ayat (3) adalah suatu 
proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para 
pihak menurut ketentuan pasal 6 ayat (2). Mediasi dari pengertian yang diberikan, 
jelas melibatkan keberadaan pihak ketiga (baik perorangan maupun dalam bentuk 
suatu lembaga indepen) yang bersifat netral dan tidak memihak, yang akan berfungsi 
sebagai “mediator”. Sebagai pihak ketiga yang netral, independen, tidak memihak 
dan ditunjuk oleh para pihak (secara langsung maupun melalui lembaga mediasi), 
mediator ini berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada 
kehendak dan kemauan para pihak. Walau demikian ada suatu pola umum yang dapat 
diikuti dan pada umumnya dijalankan oleh mediator dalam rangka penyelesaian 
sengketa para pihak. Sebagai suatu pihak diluar perkara, yang tidak memiliki 
kewenangan memaksa.
8
 
                                                 
7
Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, (Cet 
II; Januari 2011), h. 6. 
8
Gunawan widjaja, Hukum Arbitrase, (Cet III; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h 36. 
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Kenyataan praktik yang dihadapi, jarang dijumpai putusan perdamain. Produk 
yang dihasilkan peradilan dalam penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya, 
hampir 100% berupa putusan konvensional yang bercorak menang dan kalah 
(winning or losing). Jarang ditemukan penyelesaian berdasarkan konsep sama-sama 
menang (win-win solution). Berdasarkan fakta ini, kesungguhan, kemampuan, dan 
dedikasi hakim untuk mendamaikan boleh dikatakan sangat mandul. Akibatnya, 
keberadaan Pasal 130 HIR, Pasal 154 RBG dalam hukum acara, tidak lebih dari 
hiasan belaka atau rumusan mati. Tidak berperan sama sekali sebagai landasan 
hukum menyelesaikan perkara melalui perdamaian. Ada yang berpendapat, 
kemandulan itu bukan semata-mata disebabkan oleh faktor kurangnya kemampuan, 
kecakapan dan dedikasi hakim, tetapi lebih didominasi motifasi dan peran advokat 
atau kuasa hukum. Mereka lebih cenderung mengarahkan proses litigasi berjalan 
terus mulai dari Pengadilan tingkat pertama sampai peninjauan kembali, dan 
berlanjut. Namun terlepas dari pendapat itu, Mahkamah Agung RI sendiri 
mensinyalir adanya gejala perilaku hakim yang tidak sungguh-sungguh 
memberdayakan Pasal 130 HIR  untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa.
9
 
Mediasi merupakan proses penyelesaian non litigasi atau setidak-tidaknya 
proses yang terpisah dari proses litigasi sebagaimana ditegaskan dalam pasal 19 Ayat 
(1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa 
pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan 
                                                 
9
Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, C241.et III, (Jakarta: Sinar Grafiks, 2005), h.  
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sebagai alat bukti dalam proses persidangan jika mediasinya gagal kemudian dalam 
pasal 19 ayat (2) disebutkan bahwa semua catatan mediator wajib dimusnahkan. 
Bila kita telaah lebih lanjut kalimat “keterpisahan mediasi dari litigasi” akan 
terlihat agak lanjut, karena sejatinya ketika gugatan didaftarkan dicatat dalam register 
pengadilan, berarti sejak saat itu para pihak sudah mulai tunduk dengan aturan dalam 
proses hukum acara perdata. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 mengatur mediasi dalam 
proses perkara, walaupun belum masuk substansi persidangan yang sebenarnya 
karena gugatan belum dibacakan namun sesungguhnya perkara tersebut sudah ada 
dalam kewenangan. Maka menurut D.Y Witanto.
10
 Bahwasanya PERMA hendak 
memberikan pengertian bahwa meskipun mediasi dilaksanakan dalam proses 
berperkara, namun sifat dan substansi penyelesaiannya berada diluar kewenangan 
Majelis Hakim yang menyidangkan perkaranya. 
Oleh karena PERMA menyebutkan bahwa mediasi merupakan proses yang 
berada diluar litigasi, maka menurut D.Y. Witanto, proses mediasi memiliki ciri dan 
prinsip yang berbeda dengan prinsip persidangan pada umumnya yang mana 
perbedaan tersebut antara lain: 
1. Proses mediasi bersifat informal. Mediator sebagai fasilitator akan 
menggunakan pendekatan non litigasi dalam menyelesaikan perkara, 
sehingga tidak kaku dan rigid. Bagi mediator non hakim, pertemuan dapat 
                                                 
10
Witanto, Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum 
dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, 
Cet.I, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 31. 
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dilakukan diluar Pengadilan seperti hotel, restoran, dan sebagainya, sehingga 
suasana yang nyaman relatif lebih baik agar tercipta perdamaian bagi kedua 
belah pihak. Dalam mediasi di Pengadilan tetap mengikuti aturan hukum 
acara sebagai panduan proses, namun tingkat formalitasnya tidak seformal 
persidangan di Pengadilan. Maka proses mediasi di Pengadilan bersifat semi 
informal. 
2. Waktu yang dibutuhkan relatif singkat. Dalam Pasal 13 Ayat (3) PERMA 
Nomor 1 Tahun 2008 disebutkan bahwa proses mediasi berlangsung paling 
lama 40 (empat puluh) hari dan dalam Pasal 13 Ayat (4) dapat diperpanjang 
paling lama 14 (empat belas) hari. Waktu tersebut tidaklah mutlak, bila 
kesepakatan tercapai kurang dari 40 (empat puluh) hari, mediator dapat 
langsung mengajukan kesepakatan damai kehadapan hakim yang memeriksa 
perkara untuk dibuat akta perdamaian. Akan tetapi bila mediasi di Pengadilan 
tingkat pertama gagal, dapat diajukan kembali pada tingkat banding, kasasi, 
dan peninjauan kembali. 
3. Penyelesaian didasarkan atas kesepakatan para pihak. Mediator hanya 
sebagai fasilitator agar tercapai sebuah kesepakatan yang dapat 
menguntungkan kedua bela pihak. 
4. Biaya ringan dan murah. Bila para pihak menggunakan jasa mediator non 
hakim, biaya mediasi tergantung kebutuhan selama berlangsungnya proses 
mediasi. Namun bila menggunakan jasa mediator hakim, biaya akan jauh 
lebih murah, yakni hanya dikenakan biaya pemanggilan bila ada pihak yang 
20 
 
 
 
tidak hadir sesuai perjanjian. Sedangkan untuk jasa mediator dari kalangan 
hakim dan penggunaan ruang mediasi di Pengadilan tidak dipungut biaya 
apapun. 
5. Prosesnya tertutup dan bersifat rahasia. Dalam Pasal 6 PERMA Nomor 1 
Tahun 2008 disebutkan bahwa proses mediasi pada asasnya tertutup kecuali 
para pihak menghendaki lain. 
6. Kesepakatan damai bersifat mengakhiri perkara. Artinya bila para pihak 
menghendaki kesepakatan damai, gugatan perkara harus dicabut, sehingga 
perkara dinyatakan selesai. 
7. Proses mediasi dapat mengesampingkan pembuktian. Para pihak tidak perlu 
saling berdebat dengan alasan bukti-bukti, namun yang diupayakan adalah 
mempertemukan titik temu dari permasalahan. 
8. Proses mediasi menggunakan pendekatan komunikasi. Dilakukan pendekatan 
dialog dengan pola komunikasi interaktif saling menghormati dan 
menghargai. 
9. Hasil mediasi bersifat win-win solution. Tidak ada istilah menang kalah. 
Semua pihak harus menerima kesepakatan yang mereka buat bersama-sama. 
10. Akta perdamaian bersifat final dan banding. Berkekuatan hukum tetap (BHT) 
dan dapat di dieksekusi. 
 
 
21 
 
 
 
B. Keuntungan Memilih Proses Mediasi 
Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pastinya memberikan 
keuntungan bagi para pihak yang ingin menyelesaikan perkaranya. Sehingga sangat 
tepat bila dijadikan pilihan dibandingkan dengan mengikuti persidangan di 
Pengadilan. Menurut Achmad Ali, keuntungan menggunakan mediasi adalah:
11
 
1. Proses yang cepat: persengketaan yang paling banyak  ditangani oleh pusat 
mediasi publik dapat dituntaskan dengan pemeriksaan yang hanya 
berlangsung dua hingga tiga minggu. Rata-rata waktu yang digunakan untuk 
setiap pemeriksaan adalah satu hingga satu setengah jam. 
2. Bersifat rahasia: segala sesuatu yang yang diucapkan selama pemeriksaan 
mediasi bersifat rahasia dimana tidak dihadiri oleh publik dan juga tidak ada 
pers yang meliput. 
3. Tidak mahal: sebagian besar pusat-pusat mediasi publik menyediakan 
kualitas pelayanan secara gratis atau paling tidak dengan biaya yang sangat 
murah: para pengacara tidak dibutuhkan dalam suatu proses mediasi. 
4. Adil: solusi bagi suatu persengketaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan-
kebutuhan masing-masing pihak dalam kasus yang diperiksa oleh mediasi. 
5. Berhasil baik: pada empat dari lima kasus yang telah mencapai tahap 
mediasi, kedua bela pihak yang bersengketa mencapai suatu hasil yang 
diinginkan. 
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 Achmad Ali, Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan, Cet. I, (Jakarta: 
Badan Penerbit IBLAM, 2004), hlm 24. 
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Mediasi memberikan banyak keuntungan karena memiliki metode yang 
berbeda dari litigasi di Pengadilan. Menurut Gatot Soemartono, mediasi dapat 
memberikan beberapa keuntungan penyelesaian sebagai berikut:
12
 
a. Mediasi akan memfokuskan para pihak pada kepentingan mereka secara 
nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, jadi bukan 
hanya pada hak-hak hukumnya. 
b. Mediasi memberi kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara 
langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka. 
c. Mediasi memberi para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol 
terhadap proses dan hasilnya. 
d. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit 
diprediksi, dengan suatu kepastian melalui konsensus. 
e. Mediasi memberikan hasil yang tahap uji dan akan mampu menciptakan 
saling pengertian yang lebih diantara para pihak yang bersengketa karena 
mereka sendiri yang memutuskannya. 
f. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir 
selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan 
oleh hakim di Pengadilan atau arbitrer pada arbitrase. 
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 Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Cet I, 2009), h. 
139. 
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Pendapat lain yang dikemukakan Christopher W. Moore (1995) tentang 
beberapa keuntungan yang seringkali didapatkan dari hasil mediasi sebagaimana 
dikutip oleh Runtung, yaitu:
13
 
1. Keputusan yang hemat, mediasi biasanya memakan biaya yang lebih murah 
dibandingkan dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan 
litigasi 
2. Penyelesaian secara cepat 
3. Hasil yang memuaskan bagi semua pihak 
4. Praktik dan belajar prosedur-prosedur penyelesaian masalah secara kreatif 
5. Tingkat pengendalian lebih besar dan hasil yang bisa diduga 
6. Pemberdayaan individu 
7. Melestarikan hubungan yang sudah berjalan atau mengakhiri hubungan 
dengan cara yang lebih ramah 
8. Keputusan-keputusan yang bisa dilaksanakan 
9. Kesepakatan yang lebih baik dari pada hanya menerima hasil kompromi atau 
prosedur menang kalah 
10. Keputusan yang berlaku tanpa mengenal waktu 
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Runtung, Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia, h. 
9. 
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C. Landasan Hukum 
Adapun landasan hukum dalam penerapan mediasi di Indonesia diantaranya: 
a. HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim 
wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum 
perkaranya diperiksa. 
b. SEMA No. 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam Pasal 
130 HIR/154  Rbg. 
c. PERMA Nomor 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan 
d. PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. 
e. Mediasi atau APS di luar Pengadilan diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 30 tahun 
1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
14
 
Prosedur mediasi, tahapan proses mediasi, tempat dan biaya mediasi menurut  
peraturan mahkamah agung RI Nomor, 02 Tahun 2003 tentang: 
1. Akta perdamaian adalah dokumen kesepakatan yang merupakan hasil 
proses mediasi 
2. Daftar mediator adalah sebuah konsumen yang memuat nama-nama 
mediator di lingkungan sebuah Pengadilan yang ditetapkan oleh Ketua 
Pengadilan 
3. Hakim adalah hakim tunggal atau majelis hakim yang ditunjuk oleh Ketua 
Pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa dan mengadili perkara 
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 Tim Prima Pena, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Gitamedia Press), hlm 441. 
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4. Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa 
dihadiri oleh pihak lainnya 
5. Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang 
berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan 
penyelesaian sengketa 
6. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para 
pihak dengan dibantu oleh mediator 
7. Para pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan 
membawa sengketa mereka ke Pengadilan tingkat pertama untuk 
memperoleh penyelesaian 
8. Prosedur mediasi adalah tahapan proses mediasi sebagaimana diatur dalam 
peraturan Mahkamah Agung ini 
9. Sengketa publik adalah sengketa-sengketa di bidang lingkungan hidup, hak 
asasi manusia, perlindungan konsumen, pertanahan dan perburuhan yang 
melibatkan kepentingan banyak buruh. 
10. Sertifikat Mediator adalah dokumen yang menyatakan bahwa seseorang 
telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi yang dikeluarkan oleh 
lembaga yang telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung RI 
26 
 
 
 
11. Proses mediasi terbuka untuk umum adalah anggota-anggota masyarakat 
dapat hadir atau mengamati, atau masyarakat dapat mengakses informasi 
yang muncul dalam proses mediasi.
15
 
Mediasi sekarang ini telah berkembang ke hal-hal yang lain sepanjang 
masalah perdata oleh karena itu cakupan yuridiksinya sangat luas. Yuridiksi tersebut 
juga sampai kepada masalah perceraian dalam arti mendamaikan para pihak supaya 
jangan cerai dan masalah sengketa perdata lainnya. Pengadilan Agama mempunyai 
yurisdiksi  untuk melakukan perdamaian dalam arti agar para pihak yang berperkara 
tidak bercerai. Biasanya para 
16
pihak yang datang ke Pengadilan Agama telah 
berkonsultasi kepada BP4 (Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perkara). 
Namun meskipun para pihak langsung datang ke Pengadilan Agama tanpa melalui 
BP4, perkara tetap diperiksa. Para pihak yang datang ke Pengadilan Agama baik yang 
sudah melalui BP4 maupun yang belum, hakim PengadilanAgama yang memeriksa 
dan mengadili perkara tersebut tetap diwajibkan untuk melakukan upaya agar para 
pihak yang bersengketa mendapat perdamaian. Dalam terjadi hal kesepakatan, maka 
pihak Penggugat mencabut perkaranya.
17
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Fausan, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di 
Indonesia, (Jakarta; Kencana 2005), h. 105. 
16
Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta; 
Kencana Prenada Media, 2005), h. 151. 
17
Fatahillah Syukur, Mediasi Yudisial di Indonesia (Bandung: Mandar  Maju,2012), h. 4. 
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D. Ruang Lingkup Mediasi 
Konflik atau sengketa yang terjadi antara manusia cukup luas dimensi dan 
ruang lingkupnya. Konflik dan persengketaan dapat saja terjadi dalam wilayah publik 
maupun wilayah privat. Konflik dalam wilayah publik berkait erat dengan 
kepentingan umum, dimana negara berkepentingan untuk mempertahankan 
kepentingan umum tersebut. Kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan seseorang, 
harus diselesaikan secara hukum melalui penegakan aturan pidana di Pengadilan. 
Dalam kasus pidana, pelaku kejahatan atau pelanggaran tidak dapat melakukan tawar-
menawar (bargaining) dengan negara sebagai penjelma dan penjaga kepentingan 
umum. Lain halnya dengan wilayah hukum privat, dimana titik berat kepentingan 
terletak pada kepentingan perseorangan (pribadi).
18
 
Mediasi di Pengadilan merupakan pelembagaan dan pemberdayaan 
perdamaian sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 
RBg, dimana sistem mediasi dikoneksikan dengan sistem proses berperkara di 
Pengadilan (mediation connected to the court). Di indonesia, pengaturan mediasi di 
Pengadilan terdapat dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2003 yang kemudian 
disempurnakan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008. PERMA tersebut 
dimaksudkan dalam rangka mengembangkan dan melembagakan mediasi dalam 
konteks perdamaian di Pengadilan, baik yang dilakukan pada sebelum pemeriksaan 
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Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, (Cet 
II; Januari 2011), h. 21. 
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pokok perkara dilakukan (chotei); dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama 
(wakai); selama pemeriksaan pokok perkara pada tingkat banding, kasasi, dan 
peninjauan kembali; dan mediasi dalam kontekstualisasi perdamaian yang dilakukan 
di luar Pengadilan (one day wakai)
19
. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan 
yang esensinya sama dengan proses musyawarah konsensus. Sesuai dengan hakikat 
perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk 
menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi 
berlangsung. Dari PERMA Nomor 2 Tahun 2003 dapat diketahui kalau mediator 
dalam mediasi di Pengadilan harus berperan secara aktif. Dalam ketentuan pasal 1 
angka 5 PERMA Nomor 2 Tahun 2003 menegaskan, bahwa “mediator adalah pihak 
yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam 
mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa” 
Ruang lingkup tahap mediasi diatur dalam Bab III, yang terdiri dari Pasal 8-
14, dan substansinya meliputi penyampaian fotokopi dokumen yang diperlukan, 
penentuan jadwal pertemuan, fungsi mediator, proses mediasi, mengundang ahli, dan 
sebagainya. Permasalahan itulah yang akan dijelaskan dalam pembahasan buku 
berikut ini: 
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 Rachmadi Usman, Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktek, (Cet I; Jakarta: Sinar 
Grafika, 2012), h. 61. 
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a. Para pihak wajib menyerahkan fotokopi dokumen 
Berdasarkan Pasal 8 PERMA, tahap mediasi dimulai dari tanggal ditunjuknya 
mediator oleh ketua majelis. Terhitung dari tanggal itu, timbullah kewajiban hukum 
kepada para pihak dalam proses pelaksanaan. 
b. Kewajiban dan peran moderator 
Uraian selanjutnya membicarakan kewajiban dan peran moderator dalam 
proses mediasi. 
1. Mediator wajib menentukan jadwal pertemuan, kewajiban ini 
ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1) PERMA. Langkah dan tindakan 
yang pertama yang wajib dilakukannya setelah terpilih atau ditunjuk 
sebagai mediator yaitu menentukan jadwal pertemuan dengan para 
pihak, jadwal tersebut harus benar-benar harus realistis agar dapat 
dicapai penyelesaian dalam jangka waktu yang relatif singkat. 
2. Proses mediasi mesti Dihadiri oleh para pihak, dalam proses mediasi 
terdapat hal-hal yang wajib diperhatikan mediator yakni setiap 
pertemuan yang diadakan, meski dihadiri para pihak dan  mereka 
dapat di dampingi oleh kuasa hukum.  
3. Berwenang melakukan kaukus, pengertian kaukus digariskan dalam 
Pasal 1 butir 4 PERMA yang bermakna pertemuan antara mediator 
dengan salah satu pihak tanpa dihadiri pihak lainnya. Dengan 
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demikian, kaukus merupakan pengecualian dari prinsip umum yang 
mengharuskan setiap pertemuan mesti dihadiri para pihak.
20
 
E. Tujuan Dan Manfaat Mediasi 
Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di 
luar Pengadilan. Tujuan dilakukannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara 
pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparsial. Mediasi dapat 
mengantarkan para pihak ketiga pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen 
dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua 
belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak 
yang dikalahkan (win-win solution). Dalam mediasi para pihak yang bersengketa 
21
proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator 
tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu 
para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai 
mereka. 
Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, 
karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan 
mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal 
pun, di mana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah 
merasakan manfaatnya. kesedian para pihak bertemu didalam proses mediasi, paling 
                                                 
20
Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Cet III, (Jakarta: Sinar Grafiks, 2005), h. 251. 
21
Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, 
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 22. 
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tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit 
perselisihan di antara mereka. Hal ini menunjukan adanya keinginan para pihak untuk 
mengelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat  yang dapat 
disepakati oleh kedua belah pihak. 
Model utama pennyelesaian sengketa adalah keinginan dan itikad baik para 
pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan itikad baik ini, 
kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya. Mediasi 
merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. 
Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain: 
a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan 
relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke 
Pengadilan atau lembaga arbitrase. 
b. Mediasi akan mengfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan 
mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, 
sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya. 
c. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara 
langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka 
d. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol 
terhadap proses dan hasilnya. 
e. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit 
diprediksi, dengan suatu kepastian melalui konsensus. 
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f. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan 
saling pengertian yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa 
karena mereka sendiri yang memutuskannya. 
g. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir 
selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan 
oleh hakim di Pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase. Tujuan 
utama dari mediasi adalah membantu mencarikan jalan keluar atau 
alternatif penyelesaian atas sengketa yang timbul diantara para pihak 
yang disepakati dan dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. 
Dalam mediasi ini yang hendak dicapai bukanlah mencari kebenaran 
dan/atau dasar hukum yang diterapkan, namun kepada penyelesaian 
masalah.
22
 
F. Efektifitas Hukum 
Apabila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat Indonesia berarti 
membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan/atau memaksa warga 
masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum berarti mengkaji kaidah 
hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yurudis, sosiologis, dan 
filosofis.
23
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Rachmadi Usman, Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktek, (Cet I; Jakarta: Sinar 
Grafika, 2012), h. 67. 
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Zainuddin Ali, Filsafat Hukum, (Jakarta: SinarGrafika, 2011), h. 94. 
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Efektivitas hukum terlebih dahulu harus dapat diukur dengan melihat sejauh 
mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh 
sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dikatakan bahwa 
aturan hukum tersebut adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan 
aturan yang ditaati itu efektif, tetap masih dipertanyakan lebih jauh derajat 
efektivitasnya. Jika ketaatan sebagian besar warga masyarakat terhadap sesuatu 
aturan umum hanya karena kepentingan yang bersifat compliance atau hanya takut 
sanksi, maka derajat ketaatannya sangat rendah karena membutuhkan pengawasan 
yang terus-menerus
24
. Berbeda jika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang 
bersifat internalization, yaitu ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar 
cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatannya adalah yang 
tertinggi. 
Jika yang dikaji adalah efektivitas Undang-Undang RI maka dapat dikatakan 
bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada 
beberapa faktor, antara lain: 
a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan. 
b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut. 
c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam 
masyarakatnya. 
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 Zainuddin Ali, Filsafat Hukum, (Jakarta; Sinar Grafika, 2011), h. 94. 
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d. Tentang proses lahirnya suatu perundang-undangan yang tidak boleh 
dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang 
memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan 
masyaraktnya. 
Faktor yang banyak memengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan, 
adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang  dan fungsi dari 
penegak hukum, baik dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka 
maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.
25
 
Bekerjanya perundang-undangan dapat ditinjau dari dua persfektif, yaitu: 
a. Persfektif organisatoris, yang memandang perundang-undangan 
sebagai institusi yang ditinjau dari ciri-cirinya. 
b. Persfektif individu, atau ketaatan yang lebih banyak berfokus pada 
segi individu atau pribadi, dimana pergaulan hidupnya diatur oleh 
perundang-undangan. 
G. Pengertian Perceraian 
Perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan 
suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan 
keadilan. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan 
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 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum, (Legal Theory), (Jakarta: Kencana  Mprenada Media 
Group, 2009), h. 375. 
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perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi 
diakui oleh hukum yang berlaku. 
Menurut aturan Islam, perceraian diibaratkan seperti pembedahan yang 
menyakitkan, manusia yang sehat akalnya harus menahan sakit akibat lukanya, dia 
bahkan sanggup diamputasi untuk menyelamatkan bagian tubuh lainnya sehingga 
tidak terkena luka atau infeksi yang lebih parah. Jika perselisihan antara suami dan 
istri tidak juga reda dan rujuk (berdamai kembali) tidak dapat ditempuh, maka 
perceraian adalah jalan “yang menyakitkan” yang harus dijalani. Itulah alasan 
mengapa jika tidak dapat rujuk lagi, maka perceraian yang diambil.
26
 
Perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut “talak” atau “furqoh” adapun arti dari talak 
ialah membuka ikatan membatalkan perjanjian. 
Setiap manusia terutama seorang muslim yang memasuki kehidupan 
perkawinan, selain mengikuti sunnah rasulnya, juga tidak terlepas dari tujuan untuk 
mendapatkan kebahagiaan. Akan tetapi banyak pernikahan tersebut hanyalah sekedar 
mimpi dan tidak seperti yang diharapkan karena banyak pasangan suami istri 
bertengkar karena masalah kecil, yang kemudian menjadi pertengkaran besar yang 
tidak sedikit berakhir degan perceraian talak. 
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Tetapi kalau tidak ada alasan apapun atau alasan tidak masuk akal perceraian 
yang demikian adalah telah mengkufuri nikmat yang telah diberikan Allah swt 
kepadanya. Agama Islam membolehkan suami istri bercerai tentunya dengan alasan-
alasan tertentu, kendati Allah itu sangat dibenci oleh Allah swt. 
Perceraian dalam Islam bukan merupakan sesuatu yang banyak dilakukan 
ketika antara pihak suami dan istri tidak harmonis lagi, akan tetapi ketika terjadi 
percekcokan maka antara pihak suami ataupun istri mendelegasikan juru damai 
(hakam). Hakam ini berfungsi untuk menjembatani kemungkinan untuk membina 
kembali rumah tangga, juga melerai pertengkaran suami ataupun istri agar keutuhan 
rumah tangga dapat berlanjut sampai akhir hayat.
27
 
Yang dimaksud dengan Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 dalam 
pembahasan ini adalah segala sesuatu dalam bentuk aturan yang dapat dijadikan 
petunjuk oleh umat islam dalam hal perkawinan dan dijadikan pedoman hakim di 
lembaga peradilan agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara perkawinan, 
baik secara resmi dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan Negara atau 
tidak.
28
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Zatria M Zein,Yurisprudensi Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A.  Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Sugiyono menyatakan pada penelitian kualitatif, pengumpulan data di lakukan 
pada natural setting dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi 
berperan serta, wawancara mendalam, dan dokumentasi.
1
 Terkait dengan penelitian 
yang akan diteliti, maka jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field 
research). Bila dilihat dari jenis datanya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif 
deskriptif, yaitu penelitian yang menjelaskan efektivitas mediasi dalam kasus 
perceraian perkara di Pengadilan Agama Polewali. 
Di katakan penelitian deskriptif, karena dalam penelitian ini yang ingin di 
peroleh adalah gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi sosial dengan 
memusatkan pada aspek-aspek tertentu dan sering menunjukkan pengaruh pada 
berbagai variabel.
2
 Serta mencari informasi yang akurat dan mencari fakta-fakta yang 
terjadi di lapangan kemudian menarik sebuah kesimpulan. 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Polewali Kabupaten 
Polman, Provinsi Sulawesi Barat. Dalam hal ini, penunjukan secara purposive 
(langsung), dengan pertimbangan pemilihan lokasi adalah Pengadilan ini sudah 
                                                 
1
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D  (Bandung: Alfabeta, 2010), 
hlm. 63.  
2
Riduan, Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 
65. 
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menangani banyaknya kasus/masalah-masalah yang terkait dengan kasus perceraian 
dan sebagainya. 
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang dipergunakan dalam penelititan ini adalah pendekatan 
kualitatif, normatif, sosiologis dan yuridis (hukum). Yakni pendekatan yang melihat 
secara yuridis (hukum), apakah efektivitas mediasi dalam kasus perceraian perkara di 
Pengadilan Agama Polewali sudah sesuai atau tidak dengan peraturan dan dasar 
hukum yang berlaku. Dengan tujuan mendapatkan suatu gambaran dan situasi  terkait 
dengan efektivitas mediasi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Polewali. 
Adapun pendekatan yuridis itu yakni: 
1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. 
2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur 
Mediasi di Pengadilan, maka disini peneliti juga akan menggunakan 
pendekatan sosiologis, dengan tujuan merujuk langsung kepada para pihak 
yang berperkara di Pengadilan tersebut, guna mencari informasi yang lebih 
lanjut serta yang lebih efektif terkait pelayanan mediasi dalam kasus 
perceraian di Pengadilan Agama Polewali. 
C. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis data  
a. Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari narasumber. 
b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur seperti buku-buku, majalah, 
internet, media cetak serta sumber lain yang di anggap relevan dengan sasaran 
penelitian. Data ini juga diperoleh dari dokumentasi yang dimiliki dari Pengadilan         
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Agama sesuai bahan yang di butuhkan dalam penelitian ini. Setelah data yang di    
peroleh terkumpul, selanjutnya dilakukan inventarisasi data, pengolahan data, dan 
analisis data. 
2. Sumber Data 
Sumber data yang diperolah yakni berupa data primer yang dimana sejumlah 
responden yang disebut Narasumber Penelitian. Narasumber ini diambil dengan cara 
tertentu dari para pihak yang karena kedudukannya atau kemampuannya dianggap 
dapat mempresentasikan masalah yang dijadikan objek penelitian. Adapun teknik 
yang digunakan untuk menentukan narasumber antara lain:  
a. Purposive Sampling Technique  
Adalah cara penentuan sejumlah narasumber sebelum penelitian dilaksanakan, 
dengan menyebutkan secara jelas siapa yang dijadikan narasumber serta informasi 
apa yang diinginkan dari masing-masing narasumber. 
b. Snow Ball Technique  
Adalah cara penentuan narasumber dari satu narasumber ke narasumber 
lainnya yang dilakukan pada saat penelitian dilaksanakan, hingga dicapai sejumlah 
narasumber yang dianggap telah merepresentasikan berbagai informasi atau 
keterangan yang diperlukan.  
D. Metode  Pengumpulan Data  
Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan metode intervie(wawancara). 
Yang dimana merupakan sebuah proses tanya jawab dalam penelitian yang 
berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatapan muka 
mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau berupa keterangan-
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keterangan dari narasumber. Adapun narasumber yang diwawancarai yakni Hakim 
Aktif, dan Pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Polewali. 
Berdasarkan hal diatas maka peneliti disini akan menggunakan tehnik 
pengumpulan data sebagai berikut: 
1. Observasi 
Observasi/pengamatan
3
 diambil dari bentuk partisipan. Partisipan dalam arti 
peneliti langsung berinteraksi dengan objek penelitian dengan cara memperhatikan 
langsung proses mediasi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Polewali. 
2. Wawancara atau interviu terpimpin 
Wawancara atau interviu terpimpin
4
 dilakukan dengan cara mewawancarai 
beberapa pihak yang berperkara serta pegawai yang bertugas pada lingkup Peradilan 
Agama Polewali. 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi/pengumpulan
5
 data yang diperoleh langsung dari Pengadilan 
Agama Polewali. 
E. Instrumen Penelitian 
Dalam penelitian kualitatif yang menjadi intrumen atau alat penelitian adalah 
penelitian sendiri. Penelitian sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus 
penelitian, dengan tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan landasan di 
Pengadilan Agama Polewali terhadap efektivitas mediasi dalam kasus perceraian. 
                                                 
3
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 1014. 
4
Wawancara atau interviu terpimpin, yaitu mengadakan tanya jawab atau dialog dengan 
menggunakan pedoman atau garis-garis besar tentang masalah yang akan diteliti, Cholid Narbuko dan 
Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian  (Cet. VIII; Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 84. 
5
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 361. 
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Guna melakukan pengumpulan data, analisis data, menafsirkan data dan membuat 
kesimpulan atas temuan nantinya.
6
 Agar validitas hasil penelitian bisa bergantung 
pada kualitas instrumen pengumpulan data.
7
 
Ada beberapa jenis instrumen yang digunakan peneliti yaitu: 
1. Panduan observasi, adalah alat bantu yang dipakai sebagai pedoman 
pengumpulan data  pada proses penelitian. 
2. Pedoman wawancara, adalah alat bantu berupa daftar-daftar pertanyaan yang 
dipakai dalam mengumpulkan data. 
3. Data dokumentasi, adalah catatan peristiwa dalam bentuk tulisan langsung atau 
arsip-arsip, serta foto kegiatan pada saat penelitian. 
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 
Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan metode pengolahan kualitatif 
dengan cara:  
1. Reduksi data, yaitu proses mengubah rekaman data kedalam pola, fokus, 
kategori, atau pokok permasalahan tertentu. 
2. Penyajian data, yaitu menampilkan data dengan cara memasukkan data dalam 
sejumlah matriks yang diinginkan. 
3. Pengambilan kesimpulan, yaitu mencari simpulan atas data yang direduksi dan 
disajikan. 
setelah semua data terkumpul yang melalui observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Maka data-data tersebut akan dianalisa kedalam analisis kualitatif yang 
                                                 
6
Neong Muhajir, Metedologi Penelitian Kualitatif (Cet. VIII; Yogyakarta: Rake Selatan, 
1998), h. 306. 
7
Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Cet. IV; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 34. 
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merupakan teknik pengolahan data kualitatif (kata-kata) yang dilakukan dalam rangka 
mendeskripsikan atau membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis 
konseptual dan analisis teoritik. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 
A. Pembahasan 
1. Sejarah Pengadilan Agama Polewali 
Sejarah pembentukan pengadilan agama adalah merupakan kesatuan dengan 
terbentuknya Pengadilan Agama di luar Jawa dan Madura dan Kalimantan Selatan. 
Pada pemerintahan Hindia Belanda yang berlanjut sampai pada penjajahan Jepang 
hingga Proklamasi Kemerdekaan RI, masa pergelokan revolusi fisik menimbulkan 
berbagai bentuk dan ketidakpastian eksistensi Peradilan Agama diluar Jawa dan 
Madura, padahal peran dan fungsi Peradilan Agama semakin terasa peran dibutuhkan 
dengan banyaknya perkara yang diproses dan periksa oleh Pengadilan Agama
1
 
Atas usul dan desakan umat Islam diberbagai daerah untuk menjamin 
kelangsungan Peradilan Agama maka sebagai jawaban atas tuntutan umat Islam 
tentang eksistensi Peradilan Agama, maka pemerintah mengeluarkan UU RI darurat 
No. 1 Tahun 1951 yang pada intinya merupakan eksistensi Peradilan Agama. Namun 
UU ini tidak dapat menjamin keberadaan Peradilan Agama sehingga pemerintah 
mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 45 / Tahun 1957 dan inilah yang menjadi 
dasar terbentuknya Peradilan Agama diluar Jawa dan Madura termasuk keberadaan 
Peradilan Agama Polewali yang kemudian ditindak lanjuti dengan keputusan Menteri 
Agama No. 23 Tahun 1960 yang merupakan landasan pembangunan dan 
pembentukan Pengadilan Agama di Sulawesi dan Nusa Tenggara Barat termasuk 
didalamnya pembentukan Pengadilan Agama Polewali.
2
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PA. Polewali, Sejarah Pengadilan Agama Polewali,(04 Februari 2016). 
2
PA. Polewali, Sejarah Pengadilan Agama Polewali,(04 Februari 2016). 
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Sebagai instansi baru di Kabupaten Polewali Mamasa, maka awal 
keberadaanya belum memiliki sarana dan prasarana perkantoran sebagaimana 
layaknya sebuah instansi pemerintah. Oleh karena itu, atas inisiatif para pelaku awal 
pendirian Pengadilan Agama Polewali, seperti K.H. Muchsin Tahir selaku ketua 
Pengadilan Agama, K.H.  Husain Bahtiar, K.H. Muchtar Badawi memulai 
aktifitas pelayanan masyarakat dengan memanfaatkan kolom rumah milik K.H. 
Husain Bachtiar yang ketika itu dipercaya sebagai Panitera Kepala Pengadilan 
Agama Polewali. Kendati harus berkantor dikolom rumah, dengan bekal ketulusan, 
aktivitas pelayanan masyarakat pencari keadilan tetap dapat dilakukan secara 
maksimal. Hingga tahun 1979 Pengadilan Agama Polewali secara resmi memiliki 
kantor permanen yang terletak di jalan Cendarawasih, Pekkabata, Kecamatan 
Polewali. Ketika itu, Pengadilan Agama Polewali dipimpin oleh K.H. Muchtar 
Badawi, BA selaku pelaksana tugas Ketua hingga tahun 1983
3
. 
Setelah beberapa tahun dipimpin oleh pelaksana tugas, maka tahun 1983 
Pengadilan Agama secara resmi kembali dipimpin oleh seorang ketua definitif, yaitu 
Drs. H. Ahmad Kadir, dengan dibantu dua orang hakim definitif, yaitu K.H. 
Muchtar Badawi, BA dan Dra. Zainab dan atas izin Departemen Agama RI dan 
Mahkamah Agung RI agar pelayanan masyarakat bisa lebih maksimal maka 
ditunjukkan sejumlah tokoh agama setempat yang umunya dari Kantor Departemen 
Agama Polewali mendampingi Hakim Pengadilan Agama Polewali sebagai hakim 
honor yang honornya dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Polewali. Mereka 
antara lain, K.H. M. Arif Liwa, BA (Kasi Urais Kandepag Polmas), Drs. H. 
                                                 
3
PA. Polewali, Sejarah Pengadilan Agama Polewali,(04 Februari 2016). 
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Alimuddin Lidda (Kasi Kepegawain Kandepag Polmas), H.M. Yunus Bego (Kepala 
Kantor Urusan Agama Polewali).
4
 
Aktifitas pelayanan masyarakat, selain dilaksankan oleh sejumlah hakim, juga 
dibantu unsur kepaniteraan dan kesekertariatan, seperti Husain Bachtiar sebagai 
Panitera Kepala, Drs. Muchtar Made,  Hakim Nur, Achmad Jumain, 
Najamuddin Hanafi, M. Yunus, Najmah Najmjuddin BA, dan Syafruddin 
Sunding. Dengan perkembangan yang semakin pesat, terutama dengan lahirnya 
Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang semakin 
memperjelas tugas dan kewenang Pengadilan Agama Polewali di Jalan Cendrawasih 
mulai terasa sempit dan tidak memadai, maka Departemen Agama RI kembali 
mengalokasi anggaran pembangunan Kantor yang baru di Jalan Budi Utomo Nomor 
23 Polewali. Setelah lahirnya Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 1999, maka 
eksistensi Pengadilan Agama akhirnya semakin kokoh karena Undang-Undang 
tersebut nmengarahkan seluruh lembaga peradilan, dalam hal ini Peradilan Umum, 
Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer berada satu 
atap di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (Onei roof system)j-po. 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang 
menegaskan bahwa pengalihan organisasi, administrasi dan finansial Peradilan 
Agama selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Juni 2004 sehingga melahirkan 
Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang peralihan tersebut. Sebagai 
konsekuensi logis dari penyatu atapan peradilan tersebut, maka pada tahun anggaran 
2011 hingga 2012 Pengadilan Agama Polewali mendapatkan anggaran rehabilitasi 
kantor untuk penyesuaian bentuk prototipe Mahkamah Agung. Maka mulai Oktober 
                                                 
4
PA. Polewali, Sejarah Pengadilan Agama Polewali,(04 Februari 2016). 
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2012, Pengadilan Agama Polewali telah tenang bekerja dengan gedung yang terbilang 
indah di Kabupaten Polewali Mandar.
5
 
2. Gambaran Umum Pengadilan Agama Polewali 
a. Letak Geografis 
Pengadilan Agama (PA) Polewali beralamat di Jalan Cendarawasih, 
Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar. Maka pada tahun 
anggaran 2011 hingga 2012 Pengadilan Agama Polewali mendapatkan anggaran 
rehabilitasi kantor untuk penyesuaian bentuk prototipe Mahkamah Agung. Maka 
mulai Oktober 2012, Pengadilan Agama Polewali telah tenang bekerja dengan 
gedung yang terbilang indah di Kabupaten Polewali Mandar
6
.  
Secara astronomi wilayah kabupaten ini terletak antara 2º40’00 – 3º,3’00 LS 
dan 118 º40’27 - 199 º,32,27 BT dan juga memiliki batas-batas wilayah,  
1) Utara: Kabupaten Mamasa.  
2) Selatan: Berbatasan dengan Selat Makassar.  
3) Timur: Kabupaten Pinrang. 
4) Barat: Kabupaten Majene.7 
b. Visi dan Misi 
adapun visi  dari Pengadilan Agama Polewali adalah mewujudkan Pengadilan 
Agama Polewali yang Agung. Menantang tentang keadaan masa depan yang 
diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan 
Agama Polewali. Pengadilan Agama Polewali Tahun 2015-2019 merupakan 
                                                 
5
PA. Polewali, Sejarah Pengadilan Agama Polewali,(04 Februari 2016). 
6
PA. Polewali, Sejarah Pengadilan Agama Polewali,(04 Februari 2016). 
7
http://polewalimandarkab.bps.go.id/index.php?r=site/page&view=stat&sub=2&tab=1&th=20
13 diakses 04 Februari 2016. 
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komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang 
terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, 
pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-
undangan untuk mencapai efektivitas dan efesiensi. Adapun misinya adalah sesuatu 
yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan 
organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. 
Misi Pengadilan Agama Polewali, adalah sebagai berikut: 
1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi 
2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka 
peningkatan pelayanan kepada masyarakat 
3) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien 
4) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan 
efisien 
5) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 
Adapun wilayah-wilayah kecamatan dalam wilayah Pengadilan Agama 
Polewali sebagai berikut: 
1. Kecamatan Binuang 
2. Kecamatan Matakali 
3. Kecamatan Matangnga 
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c. Struktur Organisasi 
Susunan Organisasi Pengadilan Agama Polewali
8
 
 
Tabel Kepangkatan Pejabat Fungsional Dan Struktural 
 Ketua   : Dra. Hj. Nurlinah K. S.H.,M.H. 
 Wakil  Ketua  : H. A. Zahri, S.HI.,M.H. 
 Hakim    : Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI.,M.HI. 
      Siti Zaenab Pelupessi, S.HI.,M.H. 
      Zulkifli, S.EI. 
 Panitera/Sekretaris : Drs. H. Hamsah Appas, S.H.,M. 
 Wakil Panitera : Salahuddin Saleh, S.H. 
 Wakil sekretaris : Hj. Faridah, S.H. 
 Panitera Muda Gugatan : Drs. Sayadi 
                                                 
8
PA. Polewali, Struktur Organisasi Peradilan Agama Polewali (04 Februari 2016), 
http://www.pa-polewali.go.id/profil-pengadilan/6-struktur-organisasi. 
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 Panitera Muda Permohonan : Hj. Najmah Najamuddin, S.HI. 
 Panitera Muda Hukum : Drs. M.As’ad 
 Panitera Pengganti : Dra.Hj. Hasnawiyah 
      Dra.Hj. St. Rukiah 
 Jurusita/Jurusita Pengganti : H. Musni H.M.,A.Ag. 
      Maskum, S.H. 
      Muallim, S.HI. 
      Dian Eko Nugroho Ib. 
      Sarina S. 
      Candra Wardana, S.H. 
 Kepala Urusan Keuangan : Moh. Anshari, S.Kom. 
 Kepala Urusan Kepegawaian : Misna Surya, S.H. 
 Kepala Urusan Umum           :  Abdul Samad, S.H. 
 Staff   : Rahmawati, S.H. 
d. Jumlah Perkara 
Perkara-perkara yang masuk di Pengadilan Agama Polewali mayoritas perkara 
kontentius (sengketa antara dua orang) dan minim perkara Volunter (tidak 
mengandung sengketa). Berikut  jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama 
Polewali selama tahun 2011-2015. 
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Jumlah Perkara Mediasi di Pengadilan Agama Polewali, Kabupaten Polman. 
 
 
No 
 
Tahun 
 
 
 
Perkara Mediasi 
Diterima 
 
Berhasil Tidak berhasil Tidak Layak 
1. 2011 50 - 50 - 
2. 2012 70 1 69 - 
3. 2013 96 - 96 - 
4. 2014 82 - 82 - 
5. 2015 80 2 78 - 
6. Jumlah 
Perkara 
378 3 375 - 
 Sumber: Data Perkara Pengadilan Agama Polewali. 
B. Hasil Penelitian 
1. Bagaimana upaya yang di lakukan oleh Pengadilan Agama Polewali dalam 
mengefektifkan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian 
Efektivitas biasanya berkaitan dengan perbandingan antara tingkat pencapaian 
tujuan dengan rencana yang telah disusun dan diimplementasikan ke dalam program 
kerja, atau perbandingan hasil kongkrit dengan hasil yang telah direncanakan. 
Mediasi atau perdamaian adalah instrumen hukum acara yang harus dilakukan 
oleh hakim, baik sebelum pemeriksaan berkas gugatan maupun pada saat proses 
persidangan telah berlangsung. Dalam hal ini, hakim berfungsi sebagai mediator, 
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yaitu menyelesaikan sengketa dengan menengahi. Mediasi adalah proses dimana para 
pihak dengan bantuan hakim secara sistematis menyelesaikan persengketaan untuk 
mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasi 
kepentingan dan kebutuhan para pihak yang berperkara. Dengan demikian, hakim 
yang berfungsi sebagai mediator berupaya menyelesaikan sengketa para pihak dengan 
kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat 
keputusan atau kesimpulan hukum bagi pihak, tetapi menunjang fasilitator untuk 
terlaksananya mufakat.
9
 
Ketentuan ini berdasarkan Firman Allah swt QS. An-Nisa/4:35. 
                                   
                
Terjemahnya: 
“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka 
kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari 
keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan 
perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”10 
 
Seluruh hakim mediator belum memiliki sertifikat mediator dikarenakan 
belum mengikuti pelatihan yang diselenggarakan Mahkamah Agung RI.
11
 Pelatihan 
mediator sangat terbatas jumlahnya karena diselenggarakan Mahkamah Agung RI 
secara nasional sehingga pesertanya sangat terbatas. Idealnya Mahkamah Agung RI 
perlu memberikan pelatihan mediator kepada seluruh hakim di pengadilan agar: 
                                                 
9
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Cet I; Yogyakarta Liberty, 1998), 
hlm 83. 
10
Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, h. 406. 
11
Zahri, Hakim Mediator di Pengadilan Agama, Wawancara, Polewali,  25 Januari 2016. 
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a. Para hakim mediator bisa bekerja maksimal sewaktu melakukan 
mediasi. Bila telah mendapatkan pelatihan, mereka telah memiliki 
kemampuan sesuai dengan fungsi dan peran mediator. 
b. Mediasi berjalan efektif. Mediator yang telah terlatih akan mampu 
mengorganisir proses mediasi  dengan baik 
c. Menambah keterampilan hakim dalam melakukan mediasi. Mereka 
akan memiliki tehnik-tehnik yang terpogram. Tugas mediator berbeda 
dengan hakim saat persidangan. Bila di persidangan hakim sangat 
menjaga wibawa pengadilan, sedangkan saat menjadi mediator harus 
lebih komunikatif dan tidak kaku, karena berfungsi sebagai penengah 
konflik antara para pihak.
12
 
Dengan demikian ada 2 cara yang ditempuh oleh hakim mediator Pengadilan 
Agama Polewali dalam upayanya memediasi para pihak yang akan bercerai, yang 
dapat di jelaskan sebagai berikut: 
1. Nasehat dari hakim 
 Nasehat dari hakim merupakan perdamaian yang dilakukan oleh hakim yang 
memeriksa perkara perceraian dengan memberikan nasehat, saran, maupun 
pandangan-pandangan yang bersifat persuasif terhadap suami dan istri yang hendak 
bercerai. Hakim Pengadilan Agama Polewali meminta pada suami dan istri untuk 
datang sendiri ke persidangan, kemudian dinasehati agar mempertimbangkan kembali 
niat  mereka untuk bercerai. Hakim Pengadilan Agama Polewali meminta pada suami 
dan istri untuk datang sendiri ke persidangan, kemudian dinasehati agar 
mempertimbangkan kembali niat mereka untuk bercerai. 
                                                 
12
Zahri, Hakim Mediator di Pengadilan Agama, Wawancara, Polewali, 25 januari 2016. 
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Tehnis penasehatan dan metode pendekatan yang digunakan diserahkan 
kepada hakim. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara 
khusus tentang metode pendekatan yang harus digunakan oleh hakim untuk 
memberikan nasehat. 
2. Hakamain  
Hakamain merupakan upaya mediasi yang ditempuh oleh hakim dengan 
mendatangkan keluarga suami istri yang sedang berperkara perceraian atau orang lain 
yang dipandang hakim dapat mendamaikan mereka. 
Biasanya ada dari orang tua dari pihak suami istri yang tidak menginginkan 
perdamaian tersebut terwujud karena perselisihan yang terjadi di antara suami istri 
yang melibatkan terjadinya perselisihan di lingkungan kerabat keluarga kedua bela 
pihak. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang dikemukakan oleh hakim mediator 
Pengadilan Agama Polewali. Salah satu faktor penghambat mediasi biasanya adalah 
pihak ketiga, pihak ketiga seperti keluarga termasuk orangtua itu terkadang 
mencampuri agar anaknya tidak dapat rukun kembali, walaupun anaknya masih ingin 
rukun.
13
 
  Keberhasilan atau kegagalan mediasi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor 
pendukung dan penghambat selama proses mediasi: 
a. Kemampuan Mediator 
Mediator yang pandai mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga dapat 
mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mudah mendorong 
                                                 
13
Zahri, Hakim Mediator di Pengadilan Agama, Wawancara, Polewali, 25 januari 2016. 
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terjadinya perdamaian. Oleh karena itu, kemampuan seorang mediator berpengaruh 
akan keberhasilan mediasi.
14
 
Dibutuhkan pula kejelian mediator untuk mengungkap apakah permasalahan 
diantara para pihak dan kebijaksanaan mediator dalam memberikan solusi, sehingga 
para pihak berhasil menyelesaikan perkaranya dengan damai dan baik. 
b. Faktor Sosiologis dan Psikologis 
Kondisi sosial para pihak menentukan keberhasilan mediasi. Misalnya, 
seorang wanita yang menggugat cerai suaminya akan berfikir akan nafkah dirinya dan 
anak-anaknya. Bagi wanita yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak memiliki 
penghasilan tentu khawatir kekurangan biaya hidup sehingga akan berfikir ulang 
untuk menggugat cerai suaminya. Namun, wanita yang sudah memiliki pekerjaan 
tetap dan bahkan penghasilan yang cukup, kecenderungan untuk berpisah dengan 
suaminya lebih kuat. 
Kondisi psikologis para pihak juga mempengaruhi keberhasilan mediasi. 
Seseorang yang ingin berpisah dengan pasangannya pasti telah merasa 
ketidaknyamanan, bahkan penderitaan fisik maupun psikis yang berlangsung lama. 
Semakin besar tekanan yang ada pada diri seseorang, semakin besar pula keinginan 
untuk berpisah dengan pasangannya. Faktor internal dari para pihak terutama pada 
faktor kejiwaan yang dapat diatasi dapat mendukung keberhasilan mediasi. 
c. Moral dan Kerohanian 
Perilaku para pihak yang dapat  memudahkan mediator untuk perdamaian. 
Namun, perilaku yang buruk dapat menjadikan salah satu pihak tidak mau kembali 
rukun karena bila kembali dalam ikatan perkawinan akan memperburuk 
                                                 
14
Zahri, Hakim Mediator di Pengadilan Agama, Wawancara, Polewali, 25 januari 2016. 
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kehidupannya. Begitu pula tingkat kerohanian seseorang berpengaruh pada 
keberhasilan mediasi. Bagi seseorang yang takut pada murka Allah swt tentu akan 
berfikir berkali-kali untuk melakukan perceraian yang sangat dibenci oleh Allah swt. 
d. Itikad Baik Para Pihak 
Saat proses mediasi berlangsung, mediator berperan sebagai penengah yang 
berusaha mendamaikan para pihak. Namun sebaik apapun usaha yang dilakukan 
mediator dalam mendamaikan tidak akan berhasil bila tidak didukung oleh itikad baik 
para pihak akan kekurangannya sehingga dapat saling memaafkan dan memulai hidup 
rukun kembali. Terutama itikad baik para pihak Pemohon/Penggugat untuk berdamai 
dan menerima Termohon/Tergugat untuk tetap hidup bersama.
15
 
Dari pernyataan-pernyataan tersebut diatas dapat dipahami bahwa pada 
dasarnya para hakim Pengadilan Agama Polewali Kabupaten Polman berupaya 
mewujudkan tercapainya perdamaian antara suami dan istri yang hendak bercerai, 
karena dapat membawa kepada hal-hal yang buruk bagi anak-anak mereka. Walaupun 
tugas pokok hakim dalam perkara perceraian salah satunya adalah mengupayakan 
terjadinya perdamaian antara suami dan istri yang hendak bercerai, tetapi hakim 
Pengadilan Agama Polewali senantiasa menjaga agar jangan sampai upaya 
perdamaian tersebut terkesan dipaksakan.
16
 
Keberhasilan dalam upaya perdamaian yang dapat dinilai oleh hakim 
Pengadilan Agama Polewali jika diantara suami istri menunjukkan beberapa sikap 
                                                 
15
Zahri, Hakim Mediator di Pengadilan Agama, Wawancara, Polewali,  25 Januari 2016. 
16
Hamzah Appas, Panitera di Pengadilan Agama, Wawancara, Polewali, 25 Januari 2016. 
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seperti, tidak ada lagi pertengkaran, saling maaf-memaafkan, serta saling memahami 
kembali tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri.
17
 
Menurut hasil penelitian penulis yang melibatkan unsur Pengadilan Agama 
Polewali, Polman. Ditemukan hal-hal yang dikategorikan sebagai faktor penghambat 
keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Polewali khususnya terhadap perkara 
perceraian. Faktor-faktor tersebut yang dapat ditimbulkan oleh hal-hal yang terdapat 
pada diri pihak itu sendiri (faktor internal) dan dapat juga ditimbulkan dari faktor luar 
diri dari keinginan para pihak (faktor eksternal). 
Pada dasarnya mediasi di Pengadilan Agama Polewali tidak terlalu terhambat 
dalam pelaksanaanya hanya saja lamanya waktu yang dibutuhkan, sehingga di 
Pengadilan Agama Polewali hanya menggunakan waktu dua minggu dalam proses 
mediasi demi untuk menghemat waktu. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh 
salah seorang hakim mediator Pengadilan Agama Polewali bahwa: 
”Proses mediasi sebenarnya paling lama 40 hari kerja tetapi bisa diperpanjang, 
hanya dalam pelaksanaanya kita melihat apabila hanya persoalan cerai saja 
tanpa ada misalnya masalah harta gono gini bisa selesai dalam waktu 2 minggu 
karena rata-rata mediasi yang dilakukan tidak berhasil.”18  
 Setelah melakukan penelitian, penulis merasa bahwa efektivitas mediasi 
memang dipengaruhi oleh kualitas mediator, maka penulis memberikan kesimpulan 
bahwasanya ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam hal kualisifikasi mediator. 
Yang pertama adalah bahwa sumber daya mediator harus diperbaiki dengan cara 
memberikan pelatihan kepada hakim-hakim mediator. Mediasi adalah salah satu 
                                                 
17
Abd Muis Thahir, Asas Perdamaian Dalam Perkara Perceraian diPengadilan Agama 
Donggala Persfektif Hukum Islam, (Tesis Tahun 2008), hlm 119. 
18
Zahri, Hakim Mediator di Pengadilan Agama, Wawancara, Polewali,  25 Januari 2016. 
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bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang berbeda dengan litigasi sehingga para 
hakim yang ditetapkan menjadi mediator wajib mendapatkan pelatihan yang baik. 
Dalam hal ini Mahkamah Agung RI yang harus mengambil inisiatif agar pelatihan 
mediator dapat segera dilaksanakan lebih meluas lagi. 
Hal lainnya adalah mengenai pemberian intensif bagi hakim yang berhasil 
menjalankan fungsi mediator. Sampai saat ini Mahkamah Agung RI belum 
menerbitkan Perma tentang kriteria keberhasilan hakim dan intensif bagi hakim yang 
menjalankan fungsi mediator, padahal sudah diamanatkan dalam Pasal 25 ayat (2) 
Perma Nomor 1 Tahun 2008. 
Banyaknya angka perceraian pada Pengadilan Agama menurut penulis dapat 
di pengaruhi oleh hal-hal berikut: 
a. Persepsi masyarakat muslim tentang perceraian bahwa islam 
mengajarkan mengenai talak adalah perbuatan halal walaupun sangat 
dibenci Allah swt. Terlebih apabila perceraian adalah satu-satunya jalan 
keluar dari konflik rumah tangga yang akan membahayakan salah satu 
pihak atau keduanya, maka tentulah masyarakat memilih perceraian 
sebagai pilihan terakhir. 
b. Tekanan sosial bagi pelaku perceraian semakin mengendur. Pada masa 
lalu ada kesan stereotip bagi laki-laki dan/atau wanita yang memutuskan 
ikatan perkawinan dengan pasangannya. Namun saat ini kesan itu sudah 
berkurang, bahkan cenderung hilang di lingkungan masyarakat. 
c. Semakin meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat terutama 
perempuan. Maka istri yang berpendidikan tinggi jika diceraikan 
suaminya tidak lagi khawatir akan nafkah dirinya dan anak-anaknya. 
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Dengan bekal pendidikan yang dimilikinya, seseorang wanita dapat 
mencari pekerjaan untuk pemenuhan kebutuhannya.
19
 
2. Faktor-faktor kegagalan dan keberhasilan dalam proses mediasi 
Adapun faktor yang mempengaruhi tingginya angka perceraian di Pengadilan 
Agama yaitu: 
1. Mediator  
 Non hakim, tidak mempunyai sertifikat resmi yang disahkan 
oleh Mahkamah Agung 
 Skillnya kurang kompoten menjadi hakim mediator dikarenakan 
hakimnya kurang dan waktunya terbatas 
 Kurang fokus karena banyak pekerjaan lainnya, seperti halnya 
hakim dalam melakukan persidangan, dan pekerjaan lainnya 
yang ditangani selayaknya wakil ketua hakim mediator.
20
 
2. Pihak yang di mediasi  
 Karena persoalan rumah tangganya sudah parah, sehingga tidak 
memungkinkan lagi keadaan untuk rujuk 
 Gejala sosial sudah banyak masyarakat yang tahu tentang 
keadaan rumah tangganya yang sedang tidak harmonis dan 
sudah mendaftarkan kasus perceraiannya di Pengadilan Agama 
 Sudah membayar administrasi sehingga tidak mau 
mempertimbangkan rumah tangganya lagi 
                                                 
19
Zahri, Hakim Mediator di Pengadilan Agama, Wawancara, Polewali,  25 Januari 2016. 
20
Zahri, Hakim Mediator di Pengadilan Agama, Wawancara, Polewali, 25 januari 2016. 
59 
 
 
 Kurangnya pemahaman mengenai ajaran agama Islam, sudah 
bersumpah tidak mau lagi tidur dengan suaminya 
 Karena pasangannya melakukan kekerasan, minum alkohol, 
selingkuh, sering meninggalkan rumah tanpa pamit maka 
penggugat sudah tidak mau kembali rukun lagi. 
Persoalan tidak mau rujuk kembali dengan suaminya dikarenakan akibat 
suami yang tidak pernah menafkahi istrinya selama 1 tahun 4 bulan, dan memutus 
hubungan dengannya, lalu muncullah keinginan untuk tetap ingin melanjutkan 
perceraian tersebut, karena selama itu tidak ada upaya yang dilakukan suami untuk 
rujuk. Daripada itu keluarga daripihak suami sebelumnya pernah menyuruh polisi 
mendatangi rumah Penggugat jauh sebelum Penggugat mendaftarkan perceraiannya 
di Pengadilan dengan membawa 2 orang polisi untuk meminta kembali uang 
pernikahannya. Kemudian Penggugat merasa dihina  karena rumahnya didatangi 
tanpa adanya pemberitahuan dan pada saat itu Penggugat sedang tidak ada di rumah. 
Setelah sekian lama menghilang lalu kembali untuk meminta barang-barang yang 
pernah diberikannya. Untuk itu Penggugat tetap melaporkan perceraiannya kemudian 
mengikuti proses persidangan, mediasi, putusan dan kemudian tidak mau lagi 
kembali dengan suaminya dengan alasan apapun itu karena merasa sudak tidak cocok 
lagi.
21
 
Kemudian tergugat mengungkapkan alasan mengapa tidak pernah memberi 
kabar alasanya karena sibuk dan pada saat di panggil dalam persidangan mengatakan 
bahwa ia tidak mau menceraikan istrinya karena masih sayang dan ingin hidup seperti 
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dulu lagi. Dan persoalan mendatangi rumah istrinya itu hanya mengancam istrinya 
supaya berfikir untuk bersatu lagi, namun apa yang difikirkan Tergugat tidak sesuai 
dengan apa yang di jelaskan oleh Penggugat.
22
 
Sedangkan faktor-faktor penghambat keberhasilan mediasi adalah sebagai 
berikut: 
a. Keinginan para pihak untuk bercerai 
Seringkali menjadi saat mediasi salah satu pihak bahkan keduanya sudah 
sangat kuat keinginannya untuk bercerai. Kedatangan mereka ke Pengadilan Agama 
biasanya terjadi akibat tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh 
pihak keluarga. Sehingga hal ini yang sering menyulitkan mediator untuk 
mengupayakan perdamaian. 
b. Sudah terjadi konflik yang berkepanjangan dan sangat rumit 
 Konflik yang terjadi diantara para pihak sudah terjadi berlarut-larut dan sangat 
rumit. Saat mediasi, para pihak tidak dapat meredam emosinya, sehingga para pihak 
tidak menerima lagi masukan-masukan dari mediator dan merasa benar sendiri. 
Bahkan, sering terjadi pihak Penggugat/Pemohon sudah tidak bisa lagi memaafkan 
pihak Tergugat/Termohon sehingga sulit untuk rukun lagi. 
c. Faktor Psikologis dan Kejiwaan 
 Kekecewaan yang sangat dalam terhadap pasangan hidupnya seringkali 
memunculkan rasa putus harapan seseorang akan ikatan perkawinannya. Sehingga 
tidak ada pilihan lain kecuali mengakhiri perkawinannya. 
d. Adanya rasa malu untuk mengalah 
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 Besarnya rasa gengsi oleh pihak yang berperkara sehingga para pihak tidak 
ada keinginan untuk berdamai. Hal tersebut cukup mempersulit hakim mediator 
dalam mendamaikan kedua bela pihak.
23
 
 Penerapan mediasi di Pengadilan Agama Polewali dalam proses penyelesaian 
sengketa perkawinan sejalan dengan proses mediasi di pengadilan agama lainnya, dan 
sejalan dengan hukum Islam. Dimana perceraian adalah suatu perbuatan yang 
dimurkai Allah swt, sebagaimana dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar 
ra.,”Rasulullah Saw bersabda, perbuatan halal yang paling dibenci Allah swt adalah 
thalaq (cerai).’24 
Bahkan pasal 7 ayat (1) Perma telah mewajibkan hakim untuk menyelesaikan 
sengketa tersebut melalui mekanisme mediasi. Selain itu, Pasal 2 ayat (4) 
mengharuskan hakim memasukkan hasil mediasi ke dalam pertimbangan hukumnya 
dan jika tidak menempuh prosedur mediasi dianggap sebagai pelanggaran terhadap 
pasal 130 HIR/154RBg yang berakibat putusan batal demi hukum sebagaimana Pasal 
2 ayat (3) Perma. Dengan demikian, mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa 
di luar persidangan menjadi suatu keharusan dalam penyelesaian sengketa perdata.
25
 
Diwajibkan mediasi khususnya dalam sengketa perkawinan seperti perceraian 
membawa manfaat yang besar bagi para pihak, karena melalui mediasi akan dicapai 
kesepakatan dan solusi yang memuaskan dan terselesaikannya problem yang menjadi 
penyebab keretakan rumah tangga sehingga keutuhan rumah tangga tetap terjaga.  
                                                 
23
Zahri, Hakim Mediator di Pengadilan Agama, Wawancara, Polewali,  25 Januari 2016. 
24
Alquran-Sunnah.com, Hadits No 1098. 
25
Zahri, Hakim Mediator di Pengadilan Agama, Wawancara, Polewali, 25 januari 2016. 
62 
 
 
Sebagai instrumen hukum perdata, mediasi dapat memberikan efek atau 
pengaruh positif, bukan hanya bagi hakim atau pengadilan tetapi juga bagi para pihak 
yang sedang bersengketa. Salah satu kasus di Pengadilan Agama Polewali, istri 
mengajukan cerai gugatan kepada suaminya dengan alasan Permohonan, karena 
suami sering bertindak kasar, bahkan sampai memukul istrinya. Ketika hakim 
memeriksa berkas kasus, kemudian suami dipanggil ke pengadilan untuk menghadap 
pada persidangan pertama, untuk dimulai keterangan. Setelah hakim mendengarkan 
alasan suami melakukan tindakan kekerasan terhadap istrinya, ternyata secara faktual 
tindakan suami tidaklah separah sebagaimana laporan istri. Maksudnya kekerasan 
tersebut benar terjadi tetapi tidaklah sering-sering dilakukan, tetapi kekerasan 
dilakukan suami apabila sedang dalam keadaan mabuk dan apabila ada tindakan istri 
yang kurang menyenangkan bagi suami, maka untuk mengungkapkan kekesalannya 
diselesaikan melalui kekerasan. 
Dengan alasan ini, kemudian hakim menawarkan jalan perdamaian, setelah 
melalui proses mediasi, sampai akhirnya tercapai kesepakatan untuk mendamaikan 
kambali kedua suami istri, lalu hidup rukun kembali. Namun, beberapa saat kemudian 
terjadi lagi kekerasan, dalam hal ini istri sering berfikir untuk mangajukan 
permohonan lagi sebagaimana terdahulu, karena sudah ada kesepakatan berdamai 
yang sudah dikuatkan putusan damai oleh hakim, maka istri tidak jadi menggugat 
suaminya. 
Berdasarkan kasus tersebut di atas menunjukkan bahwa dengan adanya 
mediasi yang dilakukan oleh hakim, maka dapat mencegah setidaknya pada saat 
terjadi permasalahan muncul perceraian. Artinya mediasi dalam hal ini efektif 
mencegah terjadinya perceraian. 
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Ada beberapa manfaat yang bisa diambil oleh pihak yang sedang berperkara 
itu, antara lain: 
1. Dengan mediasi, dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, 
bahwa jika ada sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui hukum adat 
secara sosiologis, maka para pihak yang berperkara dapat 
menyelesaikannya melalui proses hukum formil di Pengadilan Agama. 
Hal ini perlu sebagai upaya menegakkan hukum, baik hukum pidana 
maupun perdata seperti kasus perceraian. Sebab jika kasus hukum 
perceraian ini tidak dapat ditangani oleh hakim secara bijaksana dan adil, 
bisa menimbulkan implikasi hukum yang lain. Seperti: 
a. Status pemeliharaan anak (kalau ada) 
b. Pembagian harta bersama 
c. Hubungan kekeluargaan antara suami istri 
d. Dan lain sebagainya yang mungkin bisa timbul setelah terjadi 
perceraian. 
2. Suami istri yang tadinya hubungannya renggang karena berbagai faktor, 
dan alasan tetapi dengan berhasilnya hakim mendamaikan kedua bela 
pihak maka akan tercipta kembali hubungan suami istri yang harmonis, 
bahkan mungkin lebih mesra dibandingkan dengan yang sebelum terjadi 
gugatan perceraian. Di samping itu suami yang selama ini banyak 
melakukan tindakan kekerasan atas istrinya dapat mencari kekeliruannya. 
Demikian juga sebaliknya, jika istri yang menjadi sumber permasalahan 
kemelut rumah tangga, maka dengan mediasi, masing-masing pihak dapat 
melakukan introspeksi diri lalu memperbaikinya kembali. 
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3. Perkara di Pengadilan Agama Hakim berhasil mendamaikan (mediasi)  
kedua bela pihak yang dibuktikan dengan surat keterangan atau putusan 
hakim, jika dikemudian hari timbul lagi perselisihan, sesudah ada hasil 
mediasi sebelumnya, maka pihak suami atau istri enggan lagi mengajukan 
permohonan gugat karena ada perasaan malu atas proses Pengadilan, 
sehingga tidak jadi mengajukan gugatan Permohonan cerai lagi. Hal ini 
merupakan sikap positif, agar setiap permasalahan hukum tidak selalu 
dibawa ke Pengadilan untuk diselesaikan tetapi dapat diselesaikan sendiri. 
 Dari ketiga manfaat mediasi tersebut diatas, maka dapat dipahami mediasi 
sebagai proses hukum acara di Pengadilan, sedapat mungkin dilaksanakan oleh hakim 
secara bersungguh-sungguh. 
 Dengan adanya mediasi yang dicapai oleh kedua bela pihak yang bersengketa 
melalui proses Pengadilan, maka hakim dapat menetapkan putusan damai, dan 
putusan damai itu merupakan produk hukum yang dapat dirujuk kembali apabila ada 
kasus yang sama. Adapun manfaat perdamaian yang dilihat dari persfektif Pengadilan 
Agama, antara lain: 
1. Dengan mediasi yang dicapai oleh kedua bela pihak yang bersengketa, dan 
perselisihannya diakhiri dengan perdamaian, dalam arti proses hukum tidak 
berlanjut, gugatan pemohon dicabut dan tidak lagi terdaftar sebagai kasus 
yang harus disidangkan. Hal ini mendukung asas hukum cepat, sederhana dan 
biaya ringan, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, bahwa 
sebaiknya setiap proses secara cepat, sederhana dan tidak mengeluarkan biaya 
banyak. Apabila demikian, maka dapat mengurangi beban Pengadilan, sebagai 
penegak keadilan. Dengan disepakatinya mediasi atas pihak yang bersengketa, 
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lalu hakim/Pengadilan mengeluarkan ketetapan hukum sebagai akhir dari 
proses persengketaan, maka hal ini membantu Pengadilan menjalankan tugas 
dan fungsinya, yakni mendamaikan dan mengakhiri persengketaan. 
2. Dengan mediasi, tertutup kemungkinan terjadinya banding atau kasasi bagi 
para pihak yang bersengketa. Keputusan perdamaian itu adalah sama nilai 
hukumnya dengan putusan lainnya yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap. Hal ini menunjukkan bahwa putusan mediasi yang dikeluarkan 
Pengadilan Agama telah tertutup kemungkinan terjadinya upaya banding dan 
kasasi.
26
 Ketentuan ini mengandung arti bahwa putusan mediasi itu sejak 
ditetapkan oleh hakim menjadi putusan hukum atau produk hukum, maka 
sudah melekat bahwa putusan itu pasti tidak ada interprestasi hukum lagi dan 
langsung dapat dijalankan kapan dan dimana saja oleh pihak yang melakukan 
perdamaian itu. Dalam hal ini maka Pengadilan Agama Tingkat Tinggi tidak 
lagi memproses kasus seperti ini karena dianggap telah selesai pada tingkat 
Pengadilan pertama. Jika memang ada upaya banding atas putusan mediasi, 
maka upaya hukum yang bisa dilakukan adalah melakukan perlawanan 
terhadap putusan mediasi itu. Perlawanan itu bisa berbentuk derden verzet, 
dan bisa juga perlawanan dalam bentuk partai verzet.
27
 Jika yang menjadi 
objek putusan mediasi bukan menjadi milik para pihak yang membuat 
persetujuan perdamaian, tetapi milik orang lain. Dalam hal ini, bagi pihak 
                                                 
26
H Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Cet IX; Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, 2002), hlm 222. 
27
Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2005), hlm 33. 
66 
 
 
yang merasa dirugikan dapat mengajukan derden verzet karena barang yang 
dicantumkan dalam putusan mediasi itu miliknya. 
 Menurut penulis, selain ideal putusan hakim juga harus memenuhi syarat 
yuridis sehingga dapat dilakukan sebagai putusan yang dapat dipertanggungjawabkan 
secara ilmiah. Hal ini berbeda dengan bentuk penyelesaian non-litigasi. Putusan yang 
tidak memenuhi syarat yuridis akan hilang nilainya sebagai putusan. Adapun 
komponen syarat yuridis tersebut antara lain adalah: 
a. Mempunyai dasar hukum, artinya harus disesuaikan dengan hukum materil 
(dasar putusan) dan hukum formil (hukum acara). 
b. Memberi kepastian hukum, yaitu bahwa putusan tersebut tidak boleh 
meninggalkan rasa keadilan dan kemanfaatan. Artinya tidak terlalu 
mementingkan kepastian hukum yang malah akan berakibat mengorbankan 
rasa keadilan dan begitu juga sebaliknya, akan tetapi keduanya harus 
seimbang. 
c. Memberi perlindungan hukum dan menjamin hak asasi manusia. 
 Dengan mediasi, hakim menjalankan salah satu fungsi utamanya yakni 
mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa secara adil dan bijaksana berdasarkan 
kehendak bersama antara pihak yang berperkara. Oleh karena itu, mediasi bagi 
Pengadilan Agama dapat menjadi sarana penegakan kebenaran dan keadilan.
28
 
Seiring dengan itu untuk mengefektifkan penerapan mediasi di Pengadilan 
Agama Polewali sebagai penyelesaian perkara perceraian, beberapa upaya yang telah 
dilakukan antara lain: 
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1. Memberikan penjelasan kepada para pihak yang berperkara tentang manfaat 
dan keutamaan mediasi.
29
 Pada persidangan pertama majelis hakim yang 
memeriksa perkara wajib memberikan penjelasan kepada para pihak 
mengenai pemberlakuan Perma No. 1 Tahun 2008, disitu majelis hakim 
menekankan tentang keharusan para pihak untuk menjalani mediasi terlebih 
dahulu dalam menyelesaikan perkaranya sebelum diajukan ke persidangan. 
Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Perma No. 1 Tahun 2008, bahwa pada hari 
sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua bela pihak, hakim 
mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Hakim melalui kuasa 
hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong para pihak untuk 
berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Hakim wajib menjelaskan 
prosedur mediasi sesuai Perma No. 1 Tahun 2008 ini kepada para pihak yang 
berperkara. 
2. Mengeluarkan surat keputusan tentang daftar nama-nama hakim mediator 
yang dapat dipilih oleh para pihak dalam menyelesaikan perkara melalui 
mediasi, sesuai dengan ketentuan Perma No. 1 Tahun 2008.
30
 Hal ini 
bertujuan untuk membantu memudahkan para pihak dalam menentukan 
pilihannya kepada salah satu pihak dan dapat menyelesaikan sengketanya 
tanpa harus melalui persidangan. Hal berikut adalah tidak dikenakan biaya 
untuk menggunakan jasa hakim mediator yang disediakan oleh Pengadilan. 
3. Menyediakan ruang mediasi dengan menatanya sebaik mungkin. Pengadilan 
berharap penataan yang semaksimal mungkin, para pihak yang bersengketa 
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akan menemukan suasana yang lebih nyaman dan tidak kaku sehingga dapat 
menyelesaikan perkaranya melalui mediasi. 
4. Membuat laporan hasil mediasi setiap bulan ke Pengadilan Tinggi Agama 
sebagai bahan evaluasi, untuk mengetahui seberapa jauh tingkat keberhasilan 
penyelesaian sengketa melalui proses mediasi juga untuk mengetahui kendala-
kendala yang dihadapi pada penyelesaian sengketa melalui mediasi. Sehingga 
dengan demikian dapat dicarikan formulisasi yang tepat guna mengefektifkan 
penerapan mediasi di pengadilan.
31
 
5. Dengan adanya mediasi pada proses perceraian di Pengadilan Agama maka 
akan tercipta kedamaian antara kedua bela pihak yang berperkara, proses 
mediasi tergantung yang berperkara mau menghadiri atau tidak, namun 
mengenai waktu yang disediakan untuk melakukan mediasi tidak 
dicantumkan dan diikuti sesuai perintah Majelis ketua ketika ada pertambahan 
waktu. Ketika kedua bela pihak benar serius menjalani mediasinya disitulah 
tercipta kedamaian dan keinginan untuk rujuk kembali. 
6. Efektivitas yang dimaksud disini yaitu dilihat dari tingkat perceraian di 
Pengadilan dimana sedikit perkara yang putus mengenai perceraian maka 
efektivitas yang dimaksudkan sudah berhasil tetapi disini masih banyak 
perceraian yang terjadi meskipun sudah diupayakan dengan mediasi.  
7. Mediasi jika di terapkan dengan efektif tentu sangat menguntungkan bagi para 
pihak yang bersengketa atau berselisih, terutama dalam perkara perceraian, 
karena dengan terwujudnya hal tersebut maka lembaga peradilan secara tidak 
lansung juga membantu dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, 
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mawaddah, warahmah serta kekal. Tetapi upaya tersebut kiranya perlu 
dievaluasi dan di perbaiki ketika kenyataannya bahwa perkara perceraian di 
Pengadilan Agama Polewali yang di upayakan selesai dengan damai, masih 
kurang efektif.  
8. Proses mediasi dilakukan/dilaksanakan menurut Undang-Undang RI Nomor 1 
Tahun 2008 kemudian pembaharuan dari Perma Nomor 2 Tahun 2016 tentang 
mediasi yang berbunyi: Pasal 1 ayat (1) Mediasi adalah cara penyelesaian 
sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para 
Pihak dengan dibantu oleh Mediator. 
9. Hakim yang di tunjuk menjadi hakim mediator adalah hakim yang 
berdasarkan tingkat pengetahuannya lebih tinggi dan sesuai kelebihan masing-
masing, seperti halnya mediasi ekonomi syariah maka hakim ketua akan 
menunjuk hakim yang ditugaskan di bagian mediasi ekonomi syariah. 
Semuanya bisa menjadi hakim mediator namun di bidangnya masing-masing 
sesuai nama-nama yang dibuat di papan Pengadilan Agama dan yang ditunjuk 
langsung oleh ketua majelis pada proses persidangan dan sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
10. Proses mediasi tidak terikat oleh kultur namun di jalankan sesuai dengan 
perundang-undangan yang berlaku, yang idealnya dilakukan oleh hakim 
mediator yang mempunyai sertifikat resmi yang disahkan oleh Mahkamah 
Agung RI.
32
 
 
                                                 
32
Zahri, Hakim Mediator di Pengadilan Agama, Wawancara, Polewali,  07Maret  2016 
 
 
70 
 
BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian dan penjelasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat 
menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dalam mengefektifkan mediasi, Pengadilan Agama telah melakukan beberapa 
upaya yakni sebagai berikut: 
a. Setiap melaksanakan mediasi, Hakim mediator terlebih dahulu 
menjelaskan maksud diadakannya mediasi kepada para pihak yang 
berperkara. 
b. Ketua Pengadilan Agama telah mengeluarkan Surat Keputusan daftar 
nama-nama yang menjadi Hakim mediator. 
c. Menyediakan fasilitas dan sarana dalam melaksanakan mediasi yakni 
ruang mediasi serta papan nama Hakim mediator. 
d. Membuat laporan hasil pelaksanaan mediasi tiap bulan ke Pengadilan 
Tinggi Agama sebagai hasil evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh 
mediasi berjalan efektif. 
2. Adapun faktor yang mempengaruhi tingginya angka perceraian di Pengadilan 
Agama yaitu: 
a. Mediator  
 Non hakim, tidak mempunyai sertifikat resmi yang disahkan 
oleh Mahkamah Agung 
 Skillnya kurang kompoten menjadi hakim mediator dikarenakan 
hakimnya kurang dan waktunya terbatas 
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 Kurang fokus karena banyak pekerjaan lainnya, seperti halnya 
hakim dalam melakukan persidangan, dan pekerjaan lainnya 
yang ditangani selayaknya wakil ketua hakim mediator.
1
 
b. Pihak yang di mediasi 
 Karena persoalan rumah tangganya sudah parah, sehingga tidak 
memungkinkan lagi keadaan untuk rujuk. 
 Gejala sosial sudah banyak masyarakat yang tahu tentang 
keadaan rumah tangganya yang sedang tidak harmonis dan 
sudah mendaftarkan kasus perceraiannya di Pengadilan Agama 
 Sudah membayar administrasi sehingga tidak mau 
mempertimbangkan rumah tangganya lagi. 
 Kurangnya pemahaman mengenai ajaran islam, sudah 
bersumpah tidak mau lagi tidur dengan suaminya 
 Karena pasangannya melakukan kekerasan, minum alkohol, 
selingkuh, sering meninggalkan rumah tanpa pamit 
makaPenggugat sudah tidak mau kembali rukun lagi. 
B. Saran 
Adapun saran yang penulis dapat ajukan dalam skripsi ini adalah berkenan 
dengan mencari solusi agar efektivitas mediasi dalam kasus perceraian di Pengadilan 
Agama Polewali terlaksana dengan baik adalah sebagai berikut: 
1. Kepada pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama yang membawahi 
Kantor Urusan Agama (KUA) dan Badan Penasihatan, Pembinaan dan 
Pelestarian Pernikahan (BP4) agar memberikan pelatihan dan pembinaan 
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kepada calon pasangan yang ingin menikah. Hal ini dilakukan agar 
mereka memiliki pengetahuan yang cukup serta kesiapan mental yang 
baik, sehingga terhindar dari perceraian yang disebabkan ketidakpastian 
saat mereka menjalani kehidupan rumah tangga. 
2. Hakim Pengadilan yang bertindak selaku mediator dapat melakukan upaya 
mediasi dengan semaksimal mungkin, agar masyarakat yang berperkara di 
Pengadilan Agama Polewali mendapat keadilan dan merasakan manfaat 
bersama (win-win solution). Dan dapat mengoptimalkan kinerja mediator, 
hakim yang telah ditetapkan, melakukan kinerja dan evaluasi mediator 
secara rutin. Efektifnya mediasi tentu didukung pula oleh kinerja hakim 
mediator. 
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